
BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NoMoR ]00 I 8u- lITKABl2ot6

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan sistem
pengendalian internal yang handal di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, maka diperlukan
arah kebijakan yang jelas dalam setiap kegiatan;

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem
pengendalian internal dan dalam rangka meningkatkan
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayartan masyarakat,
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1Oe U;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang
Penyelenggaraa.n Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2OOl tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20Ol Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 415O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44O0);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tonbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tanbaltan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O08 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489O);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

K TIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36);

14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2O16
tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu
Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Bengkulu Utara.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Inspektorat
Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal at-\- no\tc

BENG U UTARA,

N



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?oO I ,tt- lrTKABl2Or6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAIiTDAR OPERASIONAL DAIT PROSEDUR PEMERIKSAAN RBGULER
DI LINGKUNGAN IITSPEKTORATKABUPATEIT BENGKT'LU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

PTIERIf,AAII
BABI'PATEN
BETGIN'LU

UTARA

Nomor SOP o1
Tanssal Pembuatan 3O Desember 2O16
Tanssal Perbaikan 3O Desember 2O16
Tanssal Pengesahan 3l Desember 2O16
Disahkan Oleh Bupati Besgkulu Utara

Nama SOP Pemeriksaan Reguler

Hukum
1. Peraturan

Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2OO8 tentang Sistem
Pengedalian lntern Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Menteri Delam Negeri Nomor 8 Thun
2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Negara

4. Peraturan Kepala BKN Nomor
88/kep/2o02 Tanggal 4 Desember
20O2 tentang Pedoman Pengawasan
dan Teknik Pemeriksaan Kepegawaian

5. Peratrrran Bupati Beng!<ulu Utara
Nomor 82 Tahun 2O16 tentang
Sistem dan Prosedur Pengawasan atas
Pelenyeggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor 79 1. Pengendali Teknis yang
Pembantu dengan tugas melakukan pengenda-lian atas
pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas
proses pemeriksaan yang dilaksanakan ketua tim dan
anggota tim;

2. Ketua tim yarrg dijabat oleh Pejabat Fungsional
tertentu bertanggungiawab dalam pelaksanaan
pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan
pemeriksaan dan melakukan revieu atas Kertas Kerja
Pemeriksa (KKP) Anggota tim;

3. Anggota t:rn yang terdiri dari pejabat fungsional
tertentu yang bertugas mel,akukan pemeriksaan
dengan membuat KKP;

4. Pembantu anggota tim terdiri dari esselon IV dan/atau
staf pendukung bertugas membantu anggota tim
dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dalam
pelaksanaan pemeriksaan.

5. Penandatangan pakta integritas oleh Inspektur,
Koordinator Penga.wasan, Pengendali teknis, Ketua Tim
dan Seluruh Anggota Tim.

6. Pembahasan PKP antar Koordinator pengawasan,
pengendali teknis, ketua tim dan seluruh anggota tim

7. Pelaksanaan pemeriksaan dikomunikasikan melalui
errtry briefing dan exit meeting.

8. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan bentuk
KKP yang disusun oleh Anggota Tim dan direviu oleh
KetuaTim dan Pengendali teknis

9. Simpulan hasil Femeriksaan dituangkan dalam I(THP
dan V}H.P yang disampaikan untuk mendapat
tanggapan dari pejabat obrik

lO.Konsep hasil pemeriksaan diekpose dan dikoreksi
secara berjenjang serta dan dilaksanakan penetapan
batas waktu penyelesaian LHP

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan
1. Kompetensi Tim Pemeriksaan tidak

sesuai dengan materi pemeriksaan
2. Adanya upaya untuk mempengaruhi

independensi, obyektifitas dan I

integritas dari objek pemeriksaan;
3. Keterlambatan proses pemeriksaan
4. Tidak terarahnya proses pemeriksaan
5- Adanya resistensi dari obrik
6. Pelaksanaan pemeriksaan tidak

terdokumentasi
7. Simpulan hasil Pemeriksaan

, kurang/tidak dikomunikasikalx
I dengan obrik
I s. ourik kurang memahami temuan
I pemeriksaan

| 9. Rekomendasi tidak relera
I 
10. Keterlambatan konseP LHP

| 1 1. Kesalahan dalam pengetikan LHP

It2.Xeterlambatan koreksi atas konsep
LHP

l3.Keterlambatan perbaikan atas koreksi
konsep LHP



B. URAIAN PROSEDUR
sunan Pro a Pemeriksaan1.

Pelaksana Mutu

Kelengkapan Waktu OutputInspektur Korwas Dalnis Tim
Pemeriksa

Uraian Prosedur

PKPT
Tl.poksi
Uraian tugas
SKPD

. DPA SKPD

o,5
hari

RaJ|rcasgart
PKP

I Ketua dan anggota Tim
pemeriksa men]'usulr
iarcangan PKP untlrl
masing-masing aspek
pemeriks€an sesuai
dengan tugas masing-
masing

o,5
Hari

Dra.ft P(PRancangart
PKP memuat :

-Obyek
Pemeriksaan

-Tujuan
Pemeriksaan
-Sassra[
Pemeriksaal

-Ruang
Lingkup
PemeaikBaar!
-I-angkah l(eda
Pemeriksaan

2 Ketra Tim PeEeriksa
dan Pengendali Telsris
membahas rarncgrtgSrl
PKP yang telah
disusun

Draft PKP o,5
Hari

-Usula!
PKP
-Nota
Dinas
.PaIfta
Iategritas

Koordi8ator Pengariras
rnemeriksa draf PKP
untuk menjadi usulan
PKP, SetElah disetujui,
koordinato.
p€ngacrasan
meagajukan usulan
PKP tersebut kepada
peagendali mutu yang
dile[*aDi nota dilas I-

3

_l

o,s
Hari

PKP-Usul,6@ Pl<P
-Nota Dinas
-Palda
Integritas

4 PKP ya,1g telah
disetujui oleh
Fenga.adali mutu
(Insp€lrhrr) rBenjadi
dasar petrugasa.a
pelaksanaan
pemeriksaa!

o,s
Hari

Surat
Tugag
Arsip
PKP

PKPDoloEeDtasi PKP
PKP yang telah
disetujui oleh
Inspekur menjadi
dasar penugasan
pelaksanaan
p€meriksaan

5
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2. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelaksana Muhr Baku

Korwas Dalnis Tim
Pemeriksa

Kelengkapan Waktu Output
Uraian Prosedur

Daltu

PKP 0,5 Hari1 Rapat Pendahuluan
kmeriksaan
Koordinator
Pengawasan
memberikan
pengarahan kepada
pengendali Teknis dan
Tim Pemeriksa sebelum
pelaksanaan
pemeriksaan

0,5 Hari Berita
Acara
Eutry
Briefing

,[::f
-Surat Tugas
-Palda
Integritas

2 Pertemuan Awal (Entry
Sriefing) dan
Penyampaian Pali:ta
Integritas Koordiaator
Pengawasan
menyampaikan kepada
pimpinan obyek yang
diperiksa tentang
maksud dan tujuan
pemeriksaan,pokok-
pokok kode etik
berkaitan dengan apa
yang boleh dan apa
yang di larang
dilakukan oleh APIP
selama pemeriksaan
serta Pakta Integritas
yang telah
ditandatangani oleh
koordinator
pengawasan,Pengendali
Teknis, Ketua Tim dan
Seluruh AnggotaTim.

5 Hari KKPPKP3 Pelaksanaan
Pemeriksaau
dilaksanakan oleh Tim
Femeriksa sesuai PKP.
Hasil Pemeriksaan
dituangkan daiam KKP.

-PKP
.KKP

0,5 Hari KI(.D
Dalnis
Reviu
KKP

4 Supervisi Pelaksanaan
Femeriksan
Fengendali Tekris
memberikan Supervisi
terhadap pelaksaaaan
kegiatan Tim
Pemeriksaan selama
proses pemeriksaan-
Fengendalian Teknis
melakukan reviu
terhadap KKP yang
disusun oleh Tim
Pemeriksa

I
t
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Pelaksana Mutrr
Uraian Prosedur Inspektur Korwas Dalnis 1

Peu
un
:riksa Kelengkapan Waktu Output

3
-KKP o,5

hari
Konsep
KTHP

5 Penyusunan Konfirmasi
Hasil
Femeriksaan {KITIP].
Temuan hasil
pemeriksaan yang
disusun oleh Tim
Pemeriksa

r

Konsep
KTHP

0,5
Hari

Koasep
KTHP
Terkoreksi

6 Pembahasan KT*IP
Pengendali Telois
membahas KTHP yang
disusun oleh Tim
Pemeriksa-Hasil
pembahasan
disampaikan kepada
Koordinator
Pengawasan.

7 Persehrjuan ICIHP yang
telah selesai disusun
dan dibahas dikoreksi
oleh koordinator
Pengwasan.

_l
Korsep
KTHP

I Hari KfiIP

KTHP f Hari Tarrggapan
KTHP

I Penyampaian KTttP.
KTHP dikonfrsasikan
kepadapimpinan obyek
yang diperiksa untuk
diminta tanggapan,
disertai dengan batas
walrhr bagi pimpinan
obyek yang diperiksa
untuk menyampaikan
tanggapannya

0,5
Hai

Notulen
F.kspose13m .KKP

-KTHP
-Tangalraa

KTHP

9 Ekspose
Ekspose hasil
Pemeriksaan oleh Tim
Pemeriksa didampingi
oleh Koordinator
Pengawasan dan
Pengeadali teknis yang
dihadiri oleh APIP
Inspektorat Kabupaten
Bengkulu Utara

-KTHP
-TAngaparr
I(THP
-Notulen
Ekspose

I Hari P2HPPenyusunan Pokok-
Pokok Has0 Femeriksaan
(P2fP) Femeriksa
menyusun F2HP
berdasarkan hasil
ekspose.

10

o,5
Hari

P2HP
terkoreksi

r

P2HP11 Pembahasan P2I'IP
Pengendali tekris
membahas P21{P yang
disusun oleh Tim
Pemeriksa. Hasil
pembahasan
disampaikan kepada
Koordinator Pengawasan

[3fi

+l

+
?
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Mutu

ori'," Kelengkapan WaktuUraian Pros€dur Inspektur Ko
Tim

Pemeriksa Output

P2HP
Terkoreksi

1 Hari P2HP
Terkoreksi

1 Koreksi P2HP P2HP
yang telah selesai
disusua dan dibahas,
dikore-ksi oleh
Xoordilator
Pe[gawasan untuk
selaljuhya diminta
persetujuarr
Pelgendali Mutu

_l

P2HP
Terkor'e,ksi

o,5
Hari

P2HP2 Persetujuan P?HP
Apabila telah disetujui
o€lh lospelfirr, P2HP
yang telah dikoreksi
oleh Koo.dinator
Fengawasan ditanda -
tangani oleh
Pengeudali Mutu

F2IIP o,5
Hari

Berita
Acara
Brieling

3 Pertemuan Akhir {Exit
Briefirrg) Koordinator
Pengawasan
didampiryi oleh Tim
Pemeriksa
menyampaikal P2HP
kepada Piixpina,
Instansi/Unit Kerja
yang diperiksa/ Yang
me,n akili.

3. Penyusunan Laporan Hasil pemeriksaan

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku
Daltu I(orwas Tim

Pemeriksa
Kelengkapa! Waldu Output

I PeDyuslura[ Konsep
Laporan Hasil
Pemedksaan (LI{B
oleh TiB Peraeriksa.

-KKP
-XTHP
v2llP
Notulen
Ekspose

2 }{ai Konsep
LHP

2 Pengendali Tekds
melakukan Koreksi
dan supervis€ terkait
materi konsep LHP
yang telah disusun
oleh Tid Pemeriksa

I Hari Konsep
LHP
Terkoreksi

3 Koordiator Pengawasan
melakukan lbreksi
dan supervise terkait
materi dan redaksional
konsep LHP

Konsep I-HP 1 Hari Konsep
LHP
Terkoreksi

4 Peagendali Mutu
melakukan koreksi
terkait simpulah
konsep LHP. Apabila
telah disetujui,
Pengendali rautu yang
meltsndatangari
konsep LHP- Lhp yang
telah ditandatangati
oleh pengendali Mutu
diserah.lGn kepada
Koordirator
PengwasaD untuk
proses selaajutnya

I
Xonsep LIIP I Hari LHP

_i

Dalnis

t-

I

V

_.1

Konsep LHP

1

_l+



C. LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN

1. Aspek Kelembagaan dan Kebijakan

HP
No.
xxPNO Tujuan dan Langkah KerJa

I PERSIAPAN PENGAWASAN

T\riuaa :

Untuk memperoleh informasi umum tentang kebiiakan dan
tugas pokok dan fungsi SKPD

Lanekah keria :

1. Membuat/ menyusun program kerja pemeriksaaan
2. Dapatkan dokumen-dokumen terkait kebijakan dan

tugas pokok dan fungsi SKPD
3. Dapatkan dasar hukum dan peraturan-peraturan

tentang kebijakan dan tugas pokok dan fungsi SKPD
4. Periksa kelengkapan dan ketersediaan dokumen tersebut
5. Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di

atas untuk memperoleh kesimpulan awal

II PEI-AKSANAAN PENGAWASAN

Perencanaan :

Tujuan :

Mengdakan waluasi, penilaian kesesuaian dengan
peraturan/ petunjuk teknis serta terlaksananya prinsip tertib
dan efektif dalam penJrusunan perencanaan SKPD,
kemudian menjadi bahan masukan / saran perbaikan kepada
instansi terperiksa;

L^angkah-langkah Ke{a :

1. Dapatkan data-data dan analisis mengenai kebliakan
organisasi meliputi :

a, Rencana Strategis (Renstra)
- Dapatkan dokumen renstra SKPD
- Dapatkan penetapan (SK) renstra SKPD
- Bandingkan kesesuai renstra SKPD dengan RPJMD
- Apakah Renstra telah menyajikan IKU
- Simpulan

b. Indikator Kinerja Utama (lKU)
- Dapatkan dokumen IKU
- Dapatkan Penetapan IKU oleh Kepala Daerah
- Bandingkan kesesuaian IKU dengan Renstra SKPD
- Simpulan

c. Perjanjian Kinerja
- Dapatkan dokumen pe{anjian kinerja
- Periksa apakah perjanjian kinelja telah menyqiikan
IKU

- Simpulan
d. Standart Operasional Prosedur (SOP)

- Dapatkan dokumen SOP
- Bandingkan kesesuaian SOP dengan dasar hukum
- Simpulan

e. Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- Dapatkan dokumen SPM
- Bandingkan kesesuaian SPM dengan dasar
hukumnya

- Simpulan
f. Rencana Kegiatan dan anggaran:

- Dapatkan dokumen RKA
- Apakah RKA telah memuat IKU
-Bandingkan kesesuaian Program/kegiatan dengan

IKU
- Simpulan

2. Analisis keterkaitan masing-masing dokumen dan
simpulan

1

, Pelaksanaan



Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan
penerapan sasran keda pegawai (SKP) untuk kemudian
menjadi bahan/masukan, saran perbaikan kepada instansi
terperiksa;

l,angkah-langkah kerja :

1. Dapatkan dan analisis data-data meliputi :

a. SOTK
- Dapatkan dasar hukum pembentukan SOTK

SKPD
- Simpulan

b. Uraian tugas dan fungsi
- Dapatkan dasar hukum tugas dan fungsi

SKPD
- Ambil sampel pengujian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi SKPD
- Simpulan

c. Rencana Statrgis (Renstra)
- Apakah dokumen Renstra SKPD digunakan

sebagai acuan dalam penJrusunan dokumen
perencanaan tahunan

- Apakah dokumen Renstra SKPD digunakan
sebagai acuan penyusunan dokumcn
Rencana kerja dan Anggaran

- Simpulan
d. Indikator Kinerja Utama {IKU}

- Dapatkan realisasi capaian IKU dan
bandingkan dengan target IKU

- Arnbil sampel Sasaran Kerja pegawai (SKP)
dan apakah SKP sudah memuat IKU SKPD

- Simpulan
2. Analisis penerapan SPIP oleh organisasi, meliputi :

a. Lingkunganpengendalian
- Pakta Integritas dan kode etik

b. Penilaian risiko
c. Kegiatan Pengendalian

- SOP
d. Informasi dan komunikasi
e. Pemantauan dan evaluasi

3 Pelaporan
Tuiuan:
Menginformasikan, meyakinkan, menghasilkan, memberikan
kontribusi serta,mendorong manajemen untuk
melaksanakan tindakan yang memiliki nilai tambah bagi
SKPD.

Dapalkan dAn analisa data meliputi :

laporan Kinerja (L(i)
- Dapatkan dokumen Laporan Kinerja (LKj) SKPD
- Apakah laporan Kinerja (LKj) tclah sesuai dengan

Permendagri 53 tahun 2014
- Apakah isi Laporan Kinerja {LKj) telah menyajikan kinerja

(output)
- Apakah isi laporan Kinerja (LKj) telah menyqiikan

pencapaian IKU
- Simpulan
T\rangkan hasil pemeriksaan sesuai langkah kerja pada
kertas kerja (KKP)

m PELAPORAN PENGAWASAN

fuuan:
Mereviu langkah-langkah kerja pemeriksaan di atas yang
dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan, untuk
kemudian ddadikan l,aporan Hasil Pemeriksaan



Langkah-langkah kerja :

- T\rangkan temuan pemeriksaan pada konfirmasi
temuan hasil pemeriksaan (KTHP) dan sampaikan
kepada SKPD terperiksa

- Buatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP)
setelah menerima tanggapan dari KTHP dan lakukan
expose Intern sebelum sampai disampaikan ke SKPD
terperiksa

- Lakukan Expose P2HP sebelum diserahkan ke SKPD
terperiksa;

- Lakukan penJrusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada Tim
Pemeriksa.

- Buat laporan Hasil pemeriksaan dan direviu oleh
ketua tim

3. Aspek Kepegawaian

No Tujuan dan l,angkah Kerja Waktu No
KKP

I PERSIAPAN

T\rjuan :

Untuk mendapatkan informasi awal mengenai objek
pemeriksaan

A. Menyusun/membuat langkah kerja pemeriksaan
B. Meminta bahan-bahan / data bidang kepegawaian

II PELAKSANAAN

A. Pemeriksaan Pada Perencanaan Bidang Kepegawaian
Tujuan:
Untuk memperoleh informasi apakah pengelolaan
perencanaan bidang sumber daya manusia dan
kepegawaian telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan telah sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan

Langkah-langkah kerja :

L. Formasi pegawai
a. Bandingkan apkah formasi pegawai telah sesuai

dengan hasil analisis jabatan
b. Bandingkan apakah kekuatan (bezetting) pegawai

yang ada, sudah sesuai dengan volume beban
ke{a

c. Periksa apakah Rencana Kebutuhan Pegawai
telah disesuaikan dengan analisa kebutuhan
yang meliputi :

- Jenis pekedaan
- Sifat pekerjaan
- Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas

seorang pegawai negeri sipil dalam jangka
waktu tertentu

- Prinsip pelaksanaan pekerjaan
- Peralatan yang tersedia

2. Penerimaan Pegawai baru
Periksa apakah masih ada penerimaan tenaga kerja
kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak
tetap serta bagaimana dasar kebijakan
pengangkatan dan darimana sumber dananya

3. Perencanaan Peningkatan SDM.'
a. Formal

Dapatkan data tugas/izin belajar PNS dan
analisis kesesuaian dengan tupoksi Ybs.



b. Non Formal
Dapatkan daftar rencana diklat, bimtek dan
kegiatan pengembangan lainnya, serta analisis
kesesuaiannya dengan tupoksi

4. Buat simpulan, saran dan rekomendasi

B. Pemeriksaan pada Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
Tujuan:
Menilai kesesuaian apakah pelaksanaan kegiatan telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku bidang
kepegawaian pada unit kerja

Langkah-langkah kerja :

1. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
a. PelatihanPrajabatan

1) Periksa apakah ada CPNS yang belum
mengikuti Latihan Prajabatan dan apa
sebabnya

2) Periksa apakah ada CPNS yang telah
mempunyai masa ke1a 2 (dua) tahun atau
lebih belum mengikuti La.tihan Prqiabatan,
dan apakah yang 2 (dua) tahun lebih tetap
diusulkan menjadi PNS

b. Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
Periksa apakah ada PNS yang telah diangkat
menjadi PNS belum diambil sumpahljanji, apa
penyebab terjadi keterlambatan pengambilan
sumpahljanji

2. Kenaikanpangkat
a. Dapatkan data berkas penyelesaian usul

kenaikan pangkat PNS periode 1 April dan 1

Oktober setiap tahun berjalan sebagai berikut :

1) PNS yang telah memenuhi syarat kenaikan
pangkat baik reguler maupun pilihan apakah
ada tetapi belum diusulkan, apa sebabnya

2) PNS yang telah diusulkan tetapi belum
diterbitkan surat Keputusan Kenaikan
Pangkat, apa sebabnya

3. Kenaikan Gaji Berkala
Dapatkan data dan berkas penyeles kenaikan gqii
berkala PNS setiap 2 (dua) tahun berjalan sebagai
berikut:
1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat

kenaikan gaji berkala, apakah ada (buku
penjagaan kenaikan gaji berkala) tetapi belum
diusulkan, apa sebabnya.

2l Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan tetapi
belum belum diterbitkan Surat Keputusan
kenaikan gaji berkala, apa sebabnya.

4. Ujian Dinas :

Dapatkan dan periksa data pegawai negeri Sipil
golongan II/d dan IIIId yang telah memenuhi syarat
untuk mengikuti ujian dinas, namun belum
6iipolssrtakarr dalairr ujian dinas, apa- sebabnya.

5. Pemensiunan Pegawai :

a. Periksa apakah ada PNS yang telah memasuki
batas usia pensiun tetapi belum mendapatkan
SK pensiun, apa sebabnya

b. Periksa apakah ada PNS yang telah menerima SK
pensiun tetapi masih menerima gaji secara
penuh (100 %)



6. Ketaatan terhadap ketentuan jam keda :

a. Periksa apakah kebijakan kepala daerah tenta.ng
ketentuan jam ke{a bagi PNS di lingkungan
pemerintah daerah telah dilaksanakan dan
ditaati

b. Periksa apakah terhadap PNS yang melanggar
ketentuan jam ke.ja, telah diberi peringatan
maupun hukuman disiplin sesuai kebutuhan

7 . Penyampai an I,aporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Periksa berapa jumlah PNS wajib LP2P, berapa yang
telah menyampaikan laporan dan yang belum
menyampaikan laporan. Periksa apakah pegawai
yang tidak (terlambat) menyampaikan LP2P telah
diambit tindakan dan apa jenisnya

8. Penyampaian laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
a. Periksa berapa jumlah PNS wajib LHKPN, berapa

yang telah menyampaikan laporan dan yang
belum menyampaikan laporan

b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat)
menyampaikan LHKPN telah diambil tindakan
dan apa jenisnya

9. Penyampaian laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
a. Periksa berapa jumlah PNS wajib LHKASN,

berapa yang telah menyampaikan laporan dan
yang belum menyampaikan laporan

b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat)
menyampaikan LHKASN telah diambil tindakan
dan apa jenisnya

1O. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

a. Periksa berapa jumlah wajib SKP, berapa yang
telah membuat laporan dan berapa yang belum
menyampaikan laporan.

b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat)
membuat SKP telah diambil tindakan dan dan
apa jenisnya

11. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukuman disiplin :

a. Periksa apakah ada PNS yang melanggar kode
etik/disiplin PNS belum dikenakan sanksi sesuai
jenis pelanggaran

b. Periksa apakah prosedur pemeriksaan dan
penjatuhan disiplin telah mengacu pada PP
nomor 53 Tahun 2010 jo Perka BKN nomor 21
tahun 2Ol0 tentang disiplin PNS.

12. Tanda Kehormatan
Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdi
mempunyai masa keda 10 (sepuluh) tahun, 20
(duapuluh) tahun , dan 3O (tiga puluh)tahun tanpa
cacat belum diusulkan untuk mendapatkan sat5ra

lencana karya satya, periksa apa sebabnya'

13. Kartu Pegawai
Periksa apakah ada pNS yang belum memiliki kartu
pegawai dan apa sebabnya

14. Pemberian cuti Pegawai negeri Sipil
a. Periksa PNS yang telah diberikan cuti tahunan

selama 12 (dua belas) hari kerja dipotong dengan
cuti bersama, apakah PNS yang bersangkutan
telah bekeda sekurang-kurangnya L (satu) tahun

b. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama
18 (delapan belas) hari kerja apakah PNS yang
bersangkutan pada tahun sebelumnya



c. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama
24 l*n puluh empat) hari keda apakah PNS
yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut atau lebih tidak mengambil cuti
tahunan

d. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti besar
selama 3 (tiga) bulan telah bckerja sekurang-
kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.

e. Periksa PNS yang diberikar cuti tahunan
dalamtahun yan,g berjalan apakah pernah
diberikan cuti besar.

f. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti sakit
lebih dari 14 hari dan untuk paling lama I tahun
6 bulan, telah melampirkan Surat Keterangan
Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

g. Periksa PNS yang menderita sakit setelah I tahun
6 bulan dan belum sembuh dari penyakitnya dan
tidak ada harapan untuk bekerja kembali sebagai
PNS, apakah yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat dengan mendapat uang tunggu
dan hak-hak kepegawaian lainnya

h. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti
persalinan pertama dan kedua, diberikan I bulan
sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan.

i. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti
persalinsn yang ketiga, diberikan cuti besar
untuk persalinnya.

j. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti
persalinan keempat dan seterusnya diberikan
cuti diluar tanggungan Negara

k. Perikaa apakah pemberian cuti diluar
tanggungan negara (CLTN) kepada PNS yang
bersangkutan t€lah mcndapat persetujuan
Kepala BKN.

15.Buat simpulan, sarer"r dan rekomendasi

C. Pemeriksaan Pada Pelaporan Bidang Kepegawaian
'n{l-uan:
Menilai apakah pelaporan bidang kepegawaian telah
dilaksanakan dengan benar dan sesuai per{adwalan.

Langkah Kerja ;

1. Dapatkan informasi dan catat data mengenai :

a. Data umum kepegawaian (Data nominatif,
struktur Organisasi, Daftar Urut
Kepangkatan.DUK)

b. Data Pengelola kepegawaian
2. Dapatkan dan pelajari :

Peraturan/pedoman/juknis terkait dengan
kepegawaian

3. Buat simpulan, saran dan rekomendasi

ilI PELAPORAN
T\rjuan :

Untuk mempertanggungiawabkaas tugas yang telah
diberikan serta memberitahukan hasil pemeriksaan kepada
objek pemeriksaan/obrik sesuai dengan tahapannya,
sehingga dap,at menjadi bahan masukan/sarar perbaikan
dimasa mendatang

Langkah-langkah kerja :

A. Buatlah pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)
setelah menerima tanggapan dari KTHP dan lakukan
expose Intern sebelum disampaikan ke SKPD
terperiksa

B. Lakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada Tim
Pemeriksa

C. Buatlah konsep Laporan Hasil Pemeriksaan



4. Aspek Pengelolaan Keuangan

NO TUJUAN DAN LANGKAH KERJA WAKTU NO
KKP

I PERSIAPAN PEMERIKSAAN
Trrjuan :

Untuk mengetahui gambaran urnum tentang
pengelolaan keuangan SKPD terperiksa

Langkah-tangkah kerja :

1. Membuat/menyusun Program Ke{a 
]

Pemeriksaan
2. Dapatkan dokumen/data-data :

a. Dapatkan dasar-dasar hukum pelaksanaan
kegiatan SKPD

b. Dapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD dan lakukan analisa sesuai
dengan hasil pemeriksaan pendahuluan

c. Dapatkan Buku Penerimaan dan perryetoran
PAD

d. Dapatkan rekapitulasi SP2D
e. Dapatkan buku pembantu pajak
f. Dapatkan Buku Kas Umum (BKU) dan

tentukan sampel pengu,jian SPJ berdasarkan
tingkat risiko minimal sebesar 5 % da-ri
anggaran

3. Buatlah kesimpulan, saran dan rekomendasi
II PELAKSANAAN PEMERTKSAAN

1, Penerimaan PAD
T\rjuan :

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan
penerimaan PAD telah dilaksanakan sesuai
ketentun yang berlaku

Langkah kerja :

a. Pastikan item-item penerimaan PAD SKPD
yang dipungut sesuai dengan peraturan
daerah

b. Dapatkan Surat ketetapan pajak daerah dan
surat ketetapan retribusi daerah

c. Lakukan rekonsiliasi penerimaan PAD
dengan Bukti Penyetoran ke Kas daerah

d. Buatlah kesimpulan, saran dan rekomendasi

2. Pelaksanaan Belanja
T\rjuan:
Untuk mengetahui apakah pelaksanaan belanja
telah memiliki sistem pengendalian intem,
mengacu pada ketentuan yang berlaku, taat
pada peraturan pe rundang-undangan, efisien,
efektif, dal ekonomis serta memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan malfaat untuk
masyarakat

Langkah kerja :

a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D)
l) Dapatkan Dokumen SP2D;
2) Pastikan jumlah Uang Persediaan (UP);
3) Pastikan jurnlah Ganti Uang (GU)

persediaan;
4) Pastikan jurrlah Tambah Uarg (TU);
5) Pastikan jumlah LS Gaji, LS Tambahan

Penghasilan dan LS Belanja Modal;
6) Pastikan jumlah SP2D seluruhnya;



7) Tetapkan batasan waktu perhitungan
berakhir pada tanggal pelakanaan
pemeriksaan kas (Kas Opname)

8) Analisis perbandingan Realisasi Belanja
dengan Penyediaan Anggaran pada DPA
sesuai waktu pemeriksaan

9) Buat simpulan, saran dan rekomendasi

b. Paiak
1) Dapatkan bukti pembayaran pajak (SSP)
2l Pastikan jumlah pajak terutang sesuai

ketentuan yang
3) Pastikan jumlah pajak yang dipungut dan

disetorkaa;
4) Bandingkan jumfah pajak terutang

dipungut dan disetorkan;
5) Pastikan perhitungan berakhir pada

tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Kas
(cash opnamen)

c. Buku Kas Umum (BKU)
1) Dapatkan BKU sampai dengan

perhitungan berakhir pada tanggal
pemeriksaan kas

2) Pastikan jumlah penerimaan pada BKU
sama dengan SP2D + pajak

3) Pastikan jumlah pengeluaran pada BKU
sama dengan belanja + pajak

4) Pastikan saldo buku sama dengan
penerirnaarr - pengeluaran

d. Pemeriksaan Kas (cash opname)
1) Lakukan pemeriksaan kas bendahara

pengeluaran, yaitu :

- Pastikan jumlah kas tunai dengan
menghitung fisik uang di brankas

- Pastikan saldo bank dengan meminta
. rekening koran pertanggal

pemeriksaan kas
- Pastikan jumlah surat berharga

dengan menghitung panjar/Nota
Pencairan dana (NPD) dan SPJ Yang
belum diinput ke BKU

- Pastikan jumlah kas bendahara
pengeluaran sama dengan kas tunai +

saldo bank + surat berharga
- Buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Bendahara Pengeluaran
- Pastikan semua perhitungal pada

tanggal pembuatan BAP Kas
Bendahara Pengeluaran

2) Bandingkan Kas bendahara Pengeluaran
derrgan saldo buku

3. PENATAUSAHAAN
Ttrjuan :

Untuk mengetahui ketertibal pencatatan dan
mendeteksi terjadinya perbedaan pencatatar yang
berdampak pada validitas dan akurasi data yang
disajikan dalam penatau sahaan keuangan^



Langkah ke{a :

a. Bandingkan dan lakukan pengu,jian atas
pencatatan pada BKU dengan .lumiafr SPZO,
jumlah paiJt dan jumlah -pengeluaran serta
saldo buku

b. Dapatkan buku pembantu buku kas tunai dan
bandingkan dengan frsik uang

c. Dapatkan rekening koran bank dan bandingkan
dengan frsik uang

d. Dapatkan buku pembantu panjar dan
bandinglan dengan surat berharga

e. Dapatkan buku pembantu pajak dan
bandingkan dengan penerimaan dan penyetoran
pajak

f. Dapatkan buku pembantu rincian objek belanja
g. Buatlah kesimpulan

4. PERTANGGUNGJAWABAN
Tujuan :

Untuk mengetahui apakah pertanggungiawaban
belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Langlah kerja :

a. Pastikan jumlah nilai SPJ sama dengan jumlah
belalja/ pengeluaran pada BKU

b. Lakukan pengujian SPJ sesuai dengan sampel
yang telah ditentukaa

c. Lakukan konfirmasi untuk memastikafl
permasalahan yang ditemukan

d. Buatlah kesimpulan

Buatlah Kertas Ke{a Pemeriksaan
III PELAPORAN

T\rjuan :

Untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang
telah diberikan serta memberitahukan hasil
pemeriksaan kepada SKPD terperiksa sesuai dengan
tahapannya, sehingga dapat menjadi bahan
masukan /saran perbaikan dimasa mendatang

Langkah ke{a :

1. Buatlah konflrmasi hasil temuan pemeriksaan
(KTHP) dan sampaikan ke SKPD terperiksa

2. Buatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP)
setelah menerima tanggapan dari KTHP dan
lakukan expose intern sebelum disampaikan ke
SKPD terperiksa

3. Lakukan pen5 rsunan laporan hasil pemeriksaan
(LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada tim
pemeriksa

4. Aspek pengelolaan barang milik daerah

No TuJuan daa Langkah Kerja HP No KI(P
I PERSIAPAN PEMERIKSAAN

Tlrjuan :

Untuk mengetahui gambaran umum tentang
pengelolaan barang milik daerah SKPD terperiksa
Langkah ke{a :

l. Membuat/menyusun program kerja
pemeriksaan

2. Dapatkan dokumen/data-data terkait
pengelolaan barang milik daerah



II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
A, PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN

PENGANGGARAN (pengadaan, pemeliharaan,
pemanfaatan, pemindatanganan dan penghapusan)

T\rjuan :

Apakah kebutuhan barang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik
Daerah yang ada

Lang[<ah Kerja :

1. Analisis RKBMD:
a. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan)

disusun setelah memperhatikan kebutuhan
pela,ksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan SKPD serta ketersediaarr
barang yang ada

b. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan)
dilakukan sebelum proses perencanaan
ar:.ggarafl dan menjadi salah satu dasar
pengusulan penyediaan arggaran

c. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan)
dibuat dengan memepertimbangkan
pengadaan barang melalui meka-nisme
pembelian, pinjam palai. Sewa, sewa beli,
atau mekanisme lainnya yang lebih efektif
dan efisien

d. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan)
disusun berdasarkan standart harga barang
kabupaten

e. Apa-kah seluruh belanja modal dal belanja
barang habis pakai di dalam DPA sudah
tertera dalam dokumen RKBMD
(perencanaan pengadaan)

2.

3. Analisis
a, Apakah SKPD telah memebuat rencana

pemanfaatan, pemindahtangan dan
penghapusan

b. Apakah pelaksanaan pemanfaatan,
pemindahtangan dan penghapusan sudah
sesuai dengan rencana yang dibuat SKPD
(apabila sudah dilaksanakan)

Analisis RKPBMD
a. Apakah RKPBMD (Pemeliharaan barang)

disusun berdasarkan barang dalam
pemakaial

b. Apakah biaya RKPBMD (pemeLiharaan 
]

barang) disusun berdasarkan standart biaya
kabupaten

c. Apakah RKPBMD (pemeliharaan barang)
sudah menjadi dasar penl'trsunan Rancangan
RKA-SKPD

B. PENGADAAN (Uji Sampel 5 % dati realisasi)
Tujuan :

Untuk mengetahui kesesuaian antara
pelaksanaan dan hasil pengadaan BMD
perencanaan

proses
dengarr

I"angkah Ke4'a :

1. Uji sampling proses pengadaan barang/jasa
a. Apakah pengadaan sesuai RKBMD



b. Apakah penetapan metode pemilihan
penyedia barang/jasa sudah sesuai dengan
aturan yang berlaku
- Dapatkan kontrak kerja
- Teliti metode pemilihan penyedia barang

apakah sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku

- Apakah dalam pengadaan barang/jasa
sudah menganut prinsip pengadaan yaitu
efektif dan efrsien

c. Apakah SKPD telah melakukan pengadaan
barang melalui sistem e-purchasing/sistem
katalog elektronik
- Dapatkan daftar pengadaan barang SKPD

tahun berjalan
- Wawancara apakah selama ini SKPD

dalam mela-kukan pengadaan barang
sudah melalui e-purchasing

- Bandingkan apakah barang yang dibeli
SKPD sudah tersedia dalam e-purchasing

- Apabila barang tersedia dalam e-
purchasing lakukan perhitungan dan
selisih harga yang terjadi

- Apabila barang tidak tersedia dalam e-
purchasing dan terdapat harga yang tidak
wajar lakukan pengujian harga

- Hitung selisih kerugian daerah apabila
terdapat selisih harga

2. Uji keberadaan/kesesuaian fisik hasil pengadaan
dengan kontrak
a. Dapatkan spesifrkasi barang
b. Dapatkan keberadaal barang hasil

pengadaan
c. Bandingkan spesifikasi barang dengan flsik

barang
d. Lakukan uji fungsional barang hasil

pengadaan

Buat kesimpulan/catatan dan rekomendasi

C. PENERIMAAN PEI{YIMPANAN DAN PEI{YALUARAN
T\rjuan :

Untuk memastikan hasil pengadaan telah
diterima oieh pengurus/penyimpan barang,
disimpan dan disalurkan sesuai ketentuan

Langkah ke{a :

Periksa penatausahaan barang persediaan yang
dilakukan oleh pengurus/penyimpan barang
minimal mempunyai bukti penatausahaan
sebagai berikut :

- Bqrita Acara penerimaan barang
- Buku barang habis pakai
- Kartu barang
- Kartu persediaan barang
- Bukti pengambilan barang dari

gudang/tempat penyimpanan
- Stick opname barang persediaan

Buat kesimpul an f catatan dan rekomendasi



D. PENGGUNAAN
Trrjuan :

Untuk mengetahui apakah BMD telah digunakan
sebagai penunjang tupoksi SKPD

Langkah kerja :

I. Dapatkan Surat Keputusan status penggunaan
BMD yang telah ditetapkan oleh pengguna
barang

2. Uji kesesuaian pemegang baralg dengan tupoksi
3. Lakukal sampel keberadaan kendaraan dinas

E. PENATAUSAHAAN
T\rjuan :

Untuk memastikan pendaftaran darr pencatatan
barang telah dilakukan sesuai penggolongan dan
kodefikasi BMD ke dalam KIB A, B, C, D, E dan F

Langkah Kerja :

l Dapatkan buku inventaris untuk setiap golongan
apakah sudah ada dan dikerjakan secara tertib,
sesuai dengan ketentuan

2. Dapatkan KIB A, B, C, D, E dan F
3. Bandingkan 81 dengan KIB, periksa berapa jenis

jumlah dan harga BMD yang belum tercatat
dalam buku inventaris maupun sebaliknya

4. I-akukan uji petik Iisik BMD di lokasi,
dibandingkan dengan pencatatan dalam buku
inventaris/KlB, bila tidak cocok mintal<art
penjelasan dari pengurus/penanggungiawab
BMD

5. Apakah setiap ruangan sudah dibuatkan ka-rtu
inventaris ruangan {KIR), jika sudah ada
cocokan dengan keadaan BMD yang senyatanya
ada diruangan tersebut

6. Periksa apakah pengguna BMD telah men)rusun
laporan BMD pengguna semesteran (LBPS) dan
laporan barang milik negara Pengguna Tahunan
(LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola
BMD

Buat kesimpulan/ catatan dan rekomendasi

F. PEMANFAATAN
Tlrjuan :

Untuk mengetahui apakah terdapat BMD yang
dimanfaatkan melalui mekanisme pemanfaatan
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP),
bangun serah guna atau bangun guna serah dan
kerjasama penyediaan infrastruktu r (KSP)

Langkah keda :

1. Periksa apakah terdapat BMD yang
dimanfaatkan melalui mekanisme pemanfaatan
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan
(KSP), bangun serah guna atau bangun guna
serah dan kerjasama penyediaan infrastrukur
(KSP)

2. Apakah telah dibuat perjanjian pemanfaatan
BMD

3. Apakah barang yang dimanfaatkan melalui
mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan (KSP), balgun serah guna atau
bangun guna serah dan kerjasama penyediaan
infrastruktur (KSP) adalah BMD yang tidak



4. Periksa batas waktu pemanfaatan BMD apalah
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Buat Simpulan f catatan dan rekomendasi

G. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
T\rjuan:
Untuk mengetahui BMD telah dilakukan
pengamanan dan pemeliharaan sesuai ketentuan

Langkah ke{a pengamanan :

l. Dapatkan bukti kepemilikan BMD
2. Periksa bentuk pengamanan fisik seperti

kelayakan, penempatan barang, keberadaan
teralis, pagar, kunci, tanda batas tanah, dll

3. Periksa bentuk pengarnanan administrasi
terhadap barang milik daerah seperti
pembukuan/inventarisasi/pelaporan,
penyimpanan dokumenkepemilikan,
pemasangan kode lokasi/barang

4. Periksa bentuk pengamanan hukum seperti
kelengkapan bukti status kepemilikan

Langkak kerja pemeliharaan :

1. Apakah pelaksanaan pemeliharaan sudah
termuat dalam rencana kegiatan pemeliharaan
barang m.itrik daerah {RKPBMD)

2. Apak pelaksanaan pemeliharaan sudah
dilengkapi dengan surat perintah kerja yng
ditandatarrgani oleh kepala SKPD

3. Dapatkan kartu pemeliharaan dan pastikan
pencatatan dalam kartu pemeliharaan
dike{akan oleh pengurus barang

4. Hasil pemeliharaan telah diperiksa oleh pejabat
penerima hasil pekerjaa dan dituangkan dalam
berita acara pemerikeaan

5. Apabila diperlukan lakukan sampel atas
kebenaran pelaksanaan pemeliharaal (dari bukti
Iisik barang, biaya pemeliharaan maupun
peraturan yang berlaku)

Buatlah simpulan/ catatan dan rekomendasi

H. PEMINDAHTANGANAN
Ttrjuan :

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian
hibah dan hadiah sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku

l,angkah ke{a :

1. Hibah
a. Dapatkan DPA
b. Apakah hibah telah direncalakan I tahun

terlebih dahulu
c. Apakah dalam penulisan di dalam DPA sudah

mencatumkan secara lengkap barang yang
akan dihibahkan, kelompok penerima hibah
dan alamat penerima hibah

d. Apakah penerimaan hibah sudah sesuai
dengan peraturanl kriteria penerima hibah

e. Dapatkan SPJ hasil kegiatan hibah yang
sudah dilaksanakal

f. Teliti apakai pelaksnaan hibah sudah
dilengkapi :

- Penyampaian usulal hibah secara tertulis
kepada Bupati



- Froposal hibah
- Naskah Pe{anjian Hibah Daerah (NPHD)

yang ditanda tangali oleh Bupati/yang
dilimpahkan dan penerima hibah

- SK Bupati terkait daftar penerima hibah
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Fakta Integritas dari penerima bahwa

hibah digunakan sesuai proposal
- Penyampaian laporan penggunaan hibah

dan surat pernyataan bertanggungjawab
atas penerimaan hibah dari penerima

2. Hadiah
a. Dapatkan DPA
b. Teliti apakah terdapat kegiatan pemberian

hadiah
c. Apakall pemberian hadiah sudah sesuai

dengan knteria penerirna hadiah :

- Tidak diperbolehkan diberikan ke PNS
yang sudah susai dengan tupoksinya,PNS
diperbolehkan menerima penghargaan
berupa piagam, piala/plakat dan kenaikan
pangkat

- PNS diperbolehkan menerima hadiah
karena mengikuti perlombaan secara
umum/mewakili skal daerah/nasional.

Buat simpulan I catatat / rckomedasi

I. PEMUSNAHAN
T\rjuan :

Apakah proses pelaksanaurn pemusnahan BMD
sudah sesuai dengan peraturan daa memastjkan
pemusnahan dilaksanakan terhadap BMD tidak
dapat dimanfaatkan, tidak dapat digr-rnakan atau
tidak dapat dipindahtangankan

Langkah ke{a :

1. Dapatkan daftar barang-barang yang okan
dirnusnakan

2. Dapatkan dasar/SK penetapan barang yang
akal dimusnakan

3. Dapatkan SK persetujuan pemusnahan dari
Bupati

4. Dapatkan beita acara pelaksanaan pemusnahan
beserta dokumentasi visual

5. Dapatkan laporan hasil pemusnahan yang
dilaporkan ke Bupati

Buat simpulan / catatan / rekomedasi

J. PENGHAPUSAN
Tlrjuan :

Mengetahui apakah hasil dari pengalihan status
barang, pemindatanganan dan pemusnahan sudah
dilakukan penghapusan dari daftar barang milik
daerah

Langkah ke{a :

Periksa apakah terdapat abrang yang telah selesai
dilakukan proses pengalihan status penggunaan,
pemindatanganan darr pemusnahal namun tetap
percatat di dalam daftar buku inventaris/KlB

Buat simpulan / catata,n f rekomedasi



K. PELAPORAN
T[juan:
Untuk mempertanggungiawabkan atas tugas yang
telah diberikan serta memeberitahukan hasil
pemeriksaaa kepada SKPD terperiksa sesuai dengan
tahapan, sehingga dapat menjadi bahan
masukkan/ saran perbaikkan dimasa mendatang.
Lanekah keda:
1. Buatlah konfirmasi hasil temuan pemeriksaan

(KTHP) dan sampaikan ke SKPD terperiksa.
2. Buatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (F2HP)

setelah menerima tanggapan dari KTHP dan
lakukan ekspos intern sebelum disampaikan ke
SKPD terperiksa.

3. Laukan penJnrsusnan laporan hasil
pemeriksaan(LHP) setelah P2HP diserahkan
kembali kepada tim pemeriksa

5. Langkah Kerja Pengendali Teknis

No TuJuan dan Langkah KerJa HP No KKP
I PERSIAPAN PENGAWASAN/AUDIT

T\rjuan:
Untuk memperoleh informasi atau gambaran dan
saran pelaksanaan kegiatan audit yang akan
dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap aspek-aspek
yang menjadi sasaran pemeriksaan agac dapat
terlaksana secara ekonomis, efisien dan efektif serta
menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Langkah kerja:
Mempelajari dan membicarakan penugasan audit
kepada inspektur pembantu, terdiri dari empat aspek
pemeriksaan yaitu:
1. Aspek pelaksaan tupoksi
2. Aspek pengelolaaan SDM
3. Aspek pengelolaan keuangan
4. Aspek pengelolaan barang

2 PENGAWASAN PELAKSAAN AUDIT
T\rjuan:
Untuk mengeta,hui dan meyakinkan kesesuaian
pelaksaaan penugasan audit sesuai dengan program/
langkah kerja audit yang telah dibuat.

Langkah kerja:
1. Melakukan supervisi atas pelaksanaan audit aspek

tupoksi:
- Supervisi pelaksanaan langkah kerja
- Review kertas kerja pemeriksaan/hasil kerja tim

audit
2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan

audit aspek SDM atau kepegawaian :

- Superuisi pelaksanaan langkah kerja
- Review kertas kerja pemeriksaan/ hasil kerja

tim audit
3. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan

audit aspek keuangan :

- Supervisi pelaksaan langkah kerja
- Review kertas kerja pemeriksaan/hasil kerja tim

audit
4. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan

audit aspek barang milik daerah :

- Supervisi pelaksanaan langkah ketja
- Review kertas keria pemeriksaan/hasil keria tim



3 PELAPORAN
T\rjuan:
Untuk meyakinkan bahwa pelaks.rnaan penugasan
audit sudah sesuai SOP

Langkah keda:
1. Melakukan ekspos hasil pemeriksaan bersama tim,

yaitu:
- I (satu) tim aspek pelaksaan tupoksi
- 1 (satu) tim aspek pengelolaan SDM

/kepegawaian
- 1 (satu) tim aspek pengelolaan keuangan
- 1 (satu) tim pengelolaan barang milik daerah

2. Mereviu atas :

- KTHP
- P2HP
- Konsep l,aporan Hasil Pemeriksaal yang

dilaksanakan oleh tim pemeriksa
3. Membuat/mengisi kedalam format kertas kerja

reviu / lembar reviu
4. Jumlah hari pelaksan arrn pengawasan/suvervisi

dalnis

U UTARA,

t
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7Oo / $Zt, /trKAB/2Ot6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIOITAL PROSEDUR PEITTTUSUITAIT PKPT
DI LINGKUNGAIT INSPEKTORAT I{ABUPATEN BENGKULU UTARA

A.INFORMASI PROSEDUR

PF.f,EruilTAII
rABI'PATET
BEf,GI(ULU

ITTARA

Nomor SOP o2

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2OL6

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2O16

Tanggal Pengesahan 31 Desember 2O16

Disahkan Oleh Ehrpati Benglulu Utara

Nama SOP
Pen5rusunan Program Kerja

Penga.wasan Tahunan (PKPT)

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2OO5 Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan PenYelenggaraan

Pemerintah Daerah

2.Peraturan Pemeri,ntah Nomor 60 Tahun

2OO8 tentang Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

20O7 sebagaiman telah diubah dengan

peraturan Merrteri Dalan Negeri Nomot 8

Tahun 2OO8 Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun

2OO7 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah dan Sekretariatan Kabupaten

Bengkulu Utara

5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor

4O Tahun 2O16 tentang Tugas Pokok dan

F\rngsi Inspelrtorat Kabupaten Bengkulu

Utara

6. Peraturan Bupati Bengkulu Utara

Nomor 82 Tahun 2O16 tentang Sistem

dan Prosedur Pengawasan atas

Felenyegaraan Femerintah di Kabupaten

Bengkulu Utara

1. PKPT disusun oleh Inspektur Pembantu dan

dikomplikasi oleh Kasubbag Perencanaan dengan

mempertimbangkan wilayah pembinaan

2. Disesuaikan dengan PKPT APIP lainnya untuk

menglridari overlappirrg pengawasan

3. PKPT di$adikan dasar dalam pelaksanaan pengawasan

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Terjadinya tumpang tindi pengawasan

2. PKPT tidak sesuai dengan kebijakan

pengawasan



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NoMoR ?oo / EZ?. ITTKAB/2j|6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL DAIT PROSEDUR PELAYANAIT KONSULTASI
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT I(ABUPATEN BENGKULU UTARA

A.INFORMASI PROSEDUR

Nomor SOP 03

Tanegal Pembuatan 3O Desember 2016

Tangal Perbaikan 3O Desember 2O16

Tansgal Pengesah,an 31 Desember 2016

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

NamaSOP Pela5ranan Konsultasi

Dasr Hukum Pengendalian

l.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun

2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Femerintah Daerah;

4. Peraturan Kepala BKN Nomor

88/Kep/2OO2 tanggal 4 Desember 2OO2

tentang Pedoman Pengawasan dan Tehnik

Pemeriksaan Kepegawaian;

5. Peraturan Bupa.ti El,engkulu Utara Nomor

82 Tahun 2016 tentang Sistem dan

Prosedur Pengawasan atas Pelenyeggaraan

Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara

1. Petugas Piket memahami dan mengerti mengenai

pembagian Wilayah Pembinaan lingkup Inspelrtorat

Kabupaten Bengkulu Utara

2. Pemberian l,ayanan konsultasi harus menguasai dan

memahami bahan serta materi yang akan dikonsultasikan

3. Terdapat pengaturan mengenai siapa yang

bertanggungiawab memberikan layanan konsultasi beserta

alternatifnya

4. Dokumentasikan kegiatan pelayanan konsultasi

dilaksanakan setiap saat setelah pemberian konsultasi

dilaksanakan;

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

l.Pelayanan jasa konsultasi tidak sesuai

dengan wilayah binaan

2.Kompetensi APIP tidak sesuai dengan

materi konsultasi

3.Rekomendasi yang diberikan dalam rangka

pelayanan konsultasi tidak relevan

4.Keterlambatan proses pelayanan jasa

konsultasi

S.Pelaksanaan pelayanan jasa konsultasi

tidak terdokumentasi

PE,IERIf,TAE
ITABI'PATEIT
BTTGKI'LU

IrrARA



B. URAIAN PROSEDUR

URAIAN PROSEDUR

PEI-AKSANAAN Mutu Baku

Inspektur Sekretaris Irban Subbag
Perencanaan

Kelengkapan Waktu Output

I 3 (tiCa) bulan sebelum
tahun anggzrran
berakhir, Inspelchrr
Pembantu sesuai
dengan wlayah tugas
penSaq/asan segera
membuat skala prioritas
objek pemeriksaan.

tr
o

dl

Pembegian
Wilayah

Objek
Pemeriksaan

t hari Skala
Prioritas
Obyek

Pemeriks
aan

2 Kepala Sub Bagian
Perencanaan menyusun
konsep penJrusunan
usulan Program
Tahunan (UPKPT)
Inspelctorat dan
menyampa.ikan konsep
tersebut kepada
Inspektur berdasrakan
data skala prioritas
yang disampaikan irban

Konsep PKR t hari Konsep
PKR

Terkorek
si

3 Irban penerima konsep
penyusunan UPKPT,
meneruskan kepada
Anggota Tim kemudian
menuga.skan Anggota
Tim untuk menyiapkan
bahan-bahan
pen)rusunan Program
Keda Penga.wasan
Tahunan dan
menJrusun konsep
PKPT.

Konsep PKR
Terkoreksi

t hari PKR;
Surat
Tugas

4 Inspektur dalam Rapat
pen1rusunan PKPT
menerima, meneliti dan
mengkoreksi konsep
UPI(PT, Apabila setuju,
kemudian
mendatangani UPI(PT,
namun apabila mearurut
pertimbangan masih
perlu perbaiki maka
menugaskan Ketua Tim
Audit untuk melakukan
koreksi atas konsep
UPKPT tersebut

PKR Surat
TIrgas

Sesuai
Penuga

san

Reviu
KKR

5 UPKPT dikoordinasikan
dengan lnsplrtorat
Provinsi Bengkufu
dalem Rapat Koordinasi
Penga,wasan

t KKR Sesuai
Penuga

san

Konsep
LHR

6 Berdasarkan hasil rapat
koordinasi pengawasan,
inspekhrr menetapkan
UPIGT menjadi PKPT
lnspektorat

J

--1

Konsep LHR 15 hari Konsep
LHR

Terkorek
si

7 Irban, Sekretaris, dan
Subbag Perencanaan
menerima PKPT yang
telah disetqjui oleh
Bupati

i- +
PKPT PKPT

BEN

M

r

n



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR )Oo I aZt, lrTKABl2Or6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAITDAR OPERASIO1YAL PROSEDTIR REVIU LKPD
DI LINGKTIITGAN IIYSPEKTORAT KABUPATEI| BEI|GKI'LI' UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

PEUTRITTAII
I(ABUPATTII
BErJGrI'LU

ITTANA

Nomor SOP o4

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2016

Tanggal Perbaikan 30 Desember 2A16

Tanggal Pengesahan 31 Desember 2O16

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

Nama SOP
Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
I

2OO6 tentang Pelaporan Keuangan Daerah 
I

dan Kinefa Instansi 
I2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
|

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara 
I

Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. 
]

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 
|

I

Tahun 2OO9 tentans Perubahan atas 
IPeratutan Menteri Dalam Negeti

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pelaksanaan

Reviu Atas l-aporan Keuangan Pemerintah

Daerah

5- Peraturan Bupati Beng[<ulu Utara Nomor

82 Tahun 2016 tentang Sistem dan

Prosedur Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten

Bengkulu Utara

6. Peraturan Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPD tentang Kode

Etik

7. Peraturan Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPD tentang

SatBar

1. Tim Reviu dari Auditor dan APIP Lingkup Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kualifikasi Anggota Tim reviu adalah mampu

memanfaatkan Sistem Aplikasi SIMDA, menguasai

ketentuan perundang-undangan tentang Akuntansi

Pemerintah, Keuangan Aset Daerah serta mampu

mengoprasikan Aplikasi Komputer khususnya

Microsoft Excel;

3. Program Ke{a Reviu disusun memuat Tlrjuan,

Sasaran, Larrgkah Kerja dan Jadwal Pelaksaan

Reviu;

4. Pel,aksanaan Reviu didokumentasikan dalam bentuk

KKR yang disusun oleh Anggota Tim dan Reviu oleh

Ketua Tim;

5. Simpulan Hasil Reviu dituangkan rlalqm KTHR yang

disampaikan untuk mendapat tanggapan dari

Pejabat terkait;

6. Konsep Hasil Reviu di Expose

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

l. Kurangnya kompetensi tim reviu

2. Keterlambatan dalqm memulai proaes

reviu

3. Tidak lengkapnya data-data yang

diperlukan

4. Pelaksanaan reyiu tidak terdokumentasi

5. Simpulan/hasil reviu tidak kurang/tidak

dikomunikasikan kepada obrik

6. Obrik kurang memahami temuan reviu

7. Rekomendasi hasil reviu tidak dapat

dilaksankannya



B.URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur Inspekfur Pengendali
Telanis

Tim
Reviu

Subbag
Evlao Kelengkapan Waktu Output

1 Penyusunan Program
Kerja Reviu 13

e

Bahan-
bahan Reviu

I Hari Konsep
PKR

2 Pembahasan dan Koreksi
Program Kerja Rwiu

r
Konsep PKR 1 Hari Konsep

PKR
Terkoreksi

3 Persetujuan Prograa
Keda Reviu dan
Fenugasan Reviu

Konsep PKR
terkoreksi

I Hari PKR;
Surat
Tugas

Pelaksana Reviu r el PKR Surat
Ttrgas

Sesuai
Penugasan

Reviu KKR

5 Supervisi Felaksanaan
Reviu

--1
IC(R Sesuai

Penugasan
Konsep
I,TIR

6 Penyusunan Konsep
I^aporan Hasil Reviu
(LHR) oleh Ketua Tim
Bersama Anggota Tim
Reviu f-

Konsep LHR l5 Hari Konsep
LHR
terkoreksi

7 Pembahasan dan Koreksi
LHR

r
13

a

Konsep LHR 2 Hari Konsep
I}IR
terkoreksi

8 Koreksi Persetujuan serta
Penandatanganan LHR 13

a

-l

Konsep LHR
Terkoreksi

2 Hari LHR

9 Penyampaian Laporan
Hasil Reviu -t

LHR Tanda
Terima

10 Pengarsipan Iaporan
Hasil Reviu

Tanda
Terima

Arsip

M N

isana
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LAMPIRANV: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?00 I $tt ltrKABl2ot6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPDRASIONAL PROSEDUR RTVIU I,AIDTORAI{ ITINTR.IA INSTAITSI
PEMERIITTNI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

KABUPATEIT BEIYGKULU UTARA

A.INFORMASI PROSEDUR

r:Il\
r,:aF

KASUPATEII
WULU |'TAFA

PEUERItrTAII
KABI'PATE.f,
BEIIGKULU

UTARA

Nomor SOP o5

Tansgal Pembuatan 3O Desember 2O16

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2O16

Tanggal Pengesahan 31 Deseober 2O16

Disahkan Oleh Bupati Elengkulu Utara

Narna SOP
Reviu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 29

Tahun 2074 tentang sisitem

Akuntabilitas Kinerl'a Instansi Pemerintah

(sAKrPl

3. Permendagri Nomor 8 Tahun 2OO9

tentang perubahan atas Permendagri

Nomot 23 Tahun 2OO7 tentang Pedoman

Tata Cara Pengwasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2OO7

tentang Norma Pengawasan dan Kode

Etik Pejabat Pengwas Pemerintah

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petuojuk Teknis

Pen5rusunan Penetapan Kine4'a,

Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu

atas l,aporan Kinerja Instasi Pemerintah;

1. Tim Reviu terdiri dari Auditor dan APIP lingkup

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kualifikasi Anggota Tim Reviu adalah menguasai

ketentuan Perundang-Undangan tentang sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan

mampu mengoprasikan Aplikasi Komputer

3. Program Kerja Reriu disusun memuat T\rjuan,

Sasaran, l,angkah Ke{a, dan Jadwal Pelaksanaan

Reviu

4. Pelaksanaan Reviu didolrrmerrtasikan dalam Bentuk

KKR yang disusun oleh Anggota Tim dan dievaluasi

oleh Ketua Tim

5. Konsep Hasil Reviu di Expose

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Kurangnya Kompetensi Tim Reviu

2. Keterlambatan dalam memulai Proses

Reviu

3. Tidak lengkapnya data-data yang

diperlukan

4. Pelaksanaan Reviu tidak terdokumentasi

5. Simpulan Hasil Reviu kurang/tidak

dikomunikasikan

6. Rekomendasi hasil Reviu tidak dapat

dilaksanakan



B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu

lnspektur Sekretaris Subbag
Perencanaan

Tim
Pemeriksa Kelengkapan Waktu Output

1 Fenyusunan kogram
Kerja Reviu

a

Bahan-
bahan Reviu

I Hari Konsep
PKR

2 Feobahasan dan
Kmeksi Program Ke{a
Reviu

r
_l

Konsep PKR I Hari Konsep
PI(R
Terkoreksi

3 Fersetujuan Progrm
Kerja Reviu dan
Fenugasan Reviu -J

--l

Konsep PKR
terkoreksi

1 Hari PKR;
Surat
Ttrgas

4 Felaksana Reviu r PI(R Surat
Ttrgas

Sesuai
Penugasao

Rerriu KKR

5 Supervisi Felaksanaao
Reriu

-I
KKR Sesuai

Fenugasan
Konsep
r}IR

6 Penyusunan Konsep
Laporan Hasil Reviu
(tHR) oleh KetuaTim
Elersama Anggota Tim
Reviu r-

KKR
tanrgqpan
KKR

15 Hari Konsep
LHR

I Fembahnsn darr
Koreksi LHR

_l
Konsep LFIR 2Hari Konsep

LHR
terkoreksi

8 Koreksi Fersetujuan
serta
Penandatanganan LHR

T _l
__l

Konsep LIIR
Terkoreksi

I Hari LHR

9 Penyampaian Laporan
Hasil Reviu -l

LHR Tanda
Terima

10 Pengarsipan Laporan
Hasil Reviu

Tanda
Terima

Arsip

BENG UTARA,

N



LAMPIRANVI: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?OO / 8Z> lrTKABl2Ot6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEIIAIITAUAIT TTTTDAK LIIITJIJT I{ASIL
PEUERIKSAAIT DI LIIYGKT'ITGAIT IilSPEKTORAT

KABUPATEN BEITGKT'LU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

PEITRIf,'IAII
KABI,PAjIBT
BEIIGKI'LU

ITTANA

Nomor SOP o6

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2O16

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2016

Tanggal Pengesahan 31 Deseaber 2O16

Disahkan Oleh Ehrpati Benglulu Utara

NamaSOP
Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum Pengendalian

1. Keputusan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

Kep/aOlM.PAN I 4 / 2OO4 tentang Pedoman

Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan

Tindak l,anjut Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan pada Instansi

Pemerintah

2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

SE/O2IM.PAN/O1 / 2OO5 tanggal O7 januari

2OO5 tentang Pelaksanaan Tindak L,anjut

Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan

Intemal Pemerintah (APIP)

3. Keputusan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara Republik Indonesia Nooor

Kep/ 1 18/M.PN{ I 8 I 2OO4 tentang Pedoman

Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah

4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor

82 Tahun 2OL6 tentang Sistem dan

Prosedur Pengawasan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bengkulu Utara

L. Dokumen TLHP dalam buku Register dan diarsipkan di

ruang Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. Koordinasi dengan objek pemeriksaan terkait

pelaksanaan Tindak l^anjut Hasil Pemeriksaan

3. Pembahasan dokumen TLHP dengan IRBAN/Tim

Pemeriksa terkait kesesuaian dengan Rekomendasi

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. TLHP tidak terdokumentasi

2. Rekomendasi LHP terlambat ditindak

lanjuti

3. Dokumen TLHP tidak sesuai dengan

Rekomendasi



B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur
Mutu

Inspektur Sekretaris Korwas Subbag
Evlao Kelengkapan Waktu Output

I Subbag Evalap
metakukan
inventarisasi temuan
dengan rekomendasi
sesuai LIIP yang telah
diterbitkan

LHP 2 Had Daftqr
temuan dan

Relromeadasi

2 Subbag Evalap
melakukan Koordinasi
dengan SKPD terkait
mengenai penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Dsftar temuan
dan
Rekomendasi

2 Hari Konsep PKR
Terkoreksi

3 Subbag Evalap
menerima dokumen
tindak lanjut ynng telah
dilakukan oleh SKPD
terkait

60 Hari Dolnunea TL

4 Subbag Evalap dam
IRBAN terkait
melakukan
pembahasan dengan
Koordinator
Pengawasan Mengenai
Kesesuaian dokumen
tindak lanjut dengan
LHP f-

m/

Dokumen TL 2Hari Draft status
TL

5 Hasil pembahasan
tindak Lanjut
disampaikan Kepada
lnspekhrr melalui
Sekretaris

Draft Status
TL

2Hari Status TL

6 Ststus Tindak Lanjut
berdasarkan hasil
pembahasan yang telah
disetujui Inspektur
disampnikan kepada
SKPD terkait

-Status TL
-Pengantar

2Hari Tanda
Terima

7 Subbag Evalap
membuat laporan
mengerrai
perkembangan Tindak
Lanjut Hasil
Femeriksaan

.LHP
-Dokumen TL
-Status TL

Laporan

U UTARA,

\

N
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?00 / EZv lrtKABl2or6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEITANGANAIT ATAS PENGADUAN
DI LINGKUNGAIT INSPEK3ORAT I{ABUPATEIT BEITGKULU UTARA

A.INFORMASI PROSEDUR

PEUERIIITAII
XABI'PATEIT
BEI!GI(I,LU

I'TANA

Nomor SOP 07

Tanggal Pembuatan 3O Descmber 2O16

Tansgal Perbailcan 3O Descmber 2O16

Tanggal Pengesalun 31 Desember 2O16

Disahkan Oleh Bupati Elengkulu Utara

Nama SOP Penanganan Atas Penga.duan

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25

Tahun 2OOT Tentartg Pedoman Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Departermen Delam Negeri dan Pemerintah

Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tahun 2OO7 tentang Pengawasan dan Kode

Etik Pejabat ftngawasan Femerintah

3. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor

82 Tahun 2O16 tentag Sistem dan Prosedur

Pengawasan atas Penyelengaraan

Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu

Utaira

1. Tim pemeriksa terdiri dari Irban, pejabat fungsional

tertentu dan staf pendukung lainnya

2. Tim Pemeriksa dipilih dengan mempertimbangkan

kompetensi dan/atau wilayah pembinaan

3. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalotn

bentuk KKP

4. Konsep hasil pemeriksaan direviu secara berjenjang

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Adanya upaya untuk mempengaruhi

Independensi, ObyektiEtas dan Integritas

dari Obyek Pemeriksaan

2. Keterlambatan Proses Pengawasan

3. Rekomendasi tidak relevan



B.URAIAN PROSEDUR

Uraian Plosedur
Pelaksana Mutu

Inspelrtur sekretaris Subbag
Umutn

Till
Pemeriksa

Kclengkapsn Wal.tu

I Peagaduan
Masyarakat

Surat Pengaduan
Masyarskat

5 inenit Surat
diteriEa

2 Telaah Atas
Pe[gaduan
roasyarakat

Surat Pengaduan
Masyarakat

60 Menit Telaahan atas
surat
pmgaduaD
masyarakat

3 Pemeriksa Telaahan atas sutat
pengaduan
masyarakat

30 menit Telaaban atas
surat
pqngaduan
masyarakat

4 Persdtujuan
urtuk
mellindaklanjuti
peDgadua!
masyarakat dan
penunjuksn tim
Peeeriksa

Telashan atas surat
peDgaduan
masryaiakat

30 rqenit Disposisi
yang Eremuat
keputusan
atas telaahan
Pengaduan
Easyarakat
iiks.
dild{utksrl
ya, laajuttar
ke proses
pemeriksaan
jika tidak,
dokumen
diarsipkan

I Disposisi yang
memuat kqrutusan
atas telaahaa
pengadual
masYarakat

30 menit Sulat Tugas

6 Pelaksanaan
Femeriksaan
dalam jangka
yarrg
disesuaiksn
deoSan tingkat
kesulitan
penanEanan
Pengaduan

Su-rat Tuga Peratura.o 
]

terkait Ferygduan
S€suai
dengan
tirlgkat

kesuutan

BAP SuTat
krByataan
Datadata
dan Falta
Hasil
KontrrEasi/Kl
adfikaei

7 Penj^rsuflan
Laporan Hasil
klnefiksaan

BAP surat
PerDyataan: Data-
date d-ao FaLta Hasil
Kor.firEasi/Kbrmkasi

6 Hari LHP

G LU UTARA,

IAN

Output

f-
I

Pembuatan
Surat TuSas



I,AMPIRANVIII : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?00 / 0tL lr'tK 812016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNG(UNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAITDAR OPERASIONAJ, PROSEDI'R PELIIYANA,II A.DUIIIISTRASI SI'RAT
If,EITYI'RAT DI LII{GKT'NGAIY II|SPEKTORAT

KABI'PATET BETGKULU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

B. URAIAN PROSEDUR

r'ilv
r':-o./

PEIEBITTAB
f,T'UPAr xl

BE GK'LU
ITTANA

o8

Tanggal PeEbuatan 30 Desember 2016

Tang(al Perbaikal 30 DeseDber 2016

Tanggal Pengesahan 3l D€sember 2016

Disalkan oleh Bupati Bengkulu Utara

NaEa SOP
Pelayanal Administrasi Surat

MenJrurat

Dasar Hukum Pengendalian

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun

2016 tentag Sistem dan Prosedur Pengawasan atas

Penyelengaraan Pemerintahan di Kabupaten

Bengkulu Utara

1, Surat masuk didokumentasikan dan didistribusikan oleh

petugas khusus

2. Surat masuk didokumentasikan dalam buku agenda

3. Konsep/Draft suiat diperiksa dan diparal secara berjenjang

sebelum ditandatangatri

4. Pengirim surat keluar dibuktikan dengan tanda

teriEa/ ekspedisi

Identiflkasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Surat masuk tidak / terlambat di agendakan

2. Surat masuk terlambat didisposisikan

3. Disposisi surat masuk tidak terdistribusi

4. Distribusi syrat masuk tidak terdokumentasi

5. Kesalahan pengetikan Nonsep / Draft surat

6, Surat keluar terlaDbat dikirim

7. Arsip surat keluar: tidak terdokumentasi

Output

Suret Diterima5 Menit

Selatetaris Kor$ras

Adminislrasi Surat Masuk
I Penerimaan Surat

Mutu

Wokhr
Pelaksana

Uraian Prosedur lnsDelrtua

Masuk

Kelentl<apai

Surat Masuk

subbag
Umum

Surat dicatat
dal@ buku
aeenda de!
dilengkapi lembar
disposisi

5 MerutBuku
agedalemba,
disposisi dan
Surat

2 Pencatataa Surat
Masuk dalam buku
agenda datr
peBberian letrrba,
disposisi

lo
Meuit

Surat : Izmbar
disposisi yurg
sudah dipat:af

Suiat darr leDbar
diso.isi-J

PeEgacekan Sutat3

Nomor SOP



4 Mendisposisikan /
arahan untuk
menindaklanjuti /
didistribusikan

L_ {;

Surat lembar
disposisi

30
menit

Surat : lembar
disposisi yang
sudah di isi
arahan

l_,ff Surat dan lembar
disposisi

10
menit

Surat : lembar
disposisi yang
sudah di isi
arahan

5 Klarifikasi surat
masuk untuk
penyaluran sesuai
disposisi/ arahan/
perintah

6 Disposisi surat
sesuai disposisi

t--
surat dan lembar
disposisi

5 menit Surat: Iembar
disposisi yang
sudah di isi
arahan

Sesuai
disposisi

Surat
terdokumentasi
dan disposisi

7 Monitoring Tindak
I-anjut Disposisi

Surat dan lembar
disposisi

B. Administrasi

_l Bahem
Pembuatan

lo
Menit

Konsep Surat1 Arahan / Petunjuk
untuk mengonsep

surat
Ip {:1

Konsep surat 60
menit

Draft konsep
yang sudah

dicetak

Membuat konsep
surat r-2

Parafpada
konsepl Pengqjuan konsep 20

menit
3 Persetujuan atas

konsep surat

r-
_J

20
menit

Fenandatanganan
srrrat

Konsep yang
sudah diparaf

4 Fenandatanganan
Surat

Stempel,Fotocopy,
Amplop

lo
merrit

Surat siap
dikirim ke almat
tujuan

YrF5 Pembubuhan nomir
stempel dart
penggandEran surat

[lI
J

Ekspedisi 30
menit

Paraftanda
terima s.rfat

6 Pengiriman surat
internal dalam kota

30
menit

Paraf tanda
terima s.rratF EkspedisiPeagiriman surat

eksternal luar kota
Ondner 5 menit Arsip8 Pengarsipan surat

MI

I



LAMPIRANIX: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NoMoR ?00 / 0Z> ltTK^B /2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAI{DAR OPERASIOI{AL PROSEDUR PETfYUSUNAN LAIilP
DI LINGKUI{GAN II{SPEKTORAT ITABUPATEN BENGKULU UTARA

A- INFORMASI PROSEDUR

.rnv
l':-2./

PHERII] TB
XTBOPAlIXT

EExlGXT'LU

UTARA

Nomor SOP o9

Tangga-l Pembuatan 30 Des€mb€r 2016

Tanggal Perbaikan 30 Desember 2016

Tanggal Pengesahan 31 Desember 2016

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

Nama SOP Penyusunan Iskip

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinetja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah NoEor 8 Tahun

2006 tenta$g Pelaporan Keuartgan da$

Kinelja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Ment€ri Pemberdayaan Aparatur'

Negara dan Refomrasi Birol<rasi Nomor 29

Tahun 2O1O tentang Pedoman Penetapan

Kinerja dan Pelaloran AKIP

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2012 tentang petunjuk PeLaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi

1. Tim Peot'usun Irkip terdiri dari Tim Penlrusun dan

Staf Pendukung

2. Kualilikasi anggota tim Penj,rrsun lakip adalai

mempunyai kemampuan dan menguasai substansi

kinerja darl SKPD Eerta. tsetup\rnyai

kemampuan teknis p€ngolahan data t€rEasuk aplikaei

computer

3. Peningkatan Kompetensi tim penltusun I,AKIP

4. Hasil Pen5rusunan lakip adalah berupa laporan lakip

SKPD yang menjadi bahan taporan penyampaian

pertanggungiawaban kineda SKPD

ldentifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

i. Keterbatasan p€ngetahuan tir! penl.usun

2. Peraturan yarlg selalu berubah (Dinamis)

3, Tidak lengkapnya data-data yang

diperlukan

Dasar Hukum PenSendalian



B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu

Inspekhr Sekretaris Korwas
Subbag
Perenca

na€ul
Kelengkapan Waktu Ou@ut

A. Persiapan Penyusunarr l-akip
1 Pembuatan

raDcangan sK Tim
Fenyrsunan Lakip
SKPD

Draft Surat
Keputusan Tim
Penyusun Lakip
SKPD

1 Hari RarrcAngan SK lengkap
dengan uraian tugas dan
anma Anggota Tim
Penyusunan Lakip SKPD

2 Usul Penetapan SK
Tim Penyusun lakip
SKPD ke Inspekhrr

tf Rancangan Surat
Keputusan Tim
Penyusun lakip
SKPD

1 Hari Draft Surat Keputusan
Tim Fenyrsun Lakip
SKPD

3 Penetapan SK Tine
Penyusun lakip
SKPD oleh
Inspektur

Draft SK Tim
Penyusun lakip
SKPD

I Hari SK Tinr Penyusunan
Lakip SKPD di
tandatangani lnspektur

4 Peoyusunan agenda
ke{aTim Lakip
SKPD dan
Pengumpulan
datalinformasi

Jadwal lagenda
kerja dan matrik
(checklist)
materi/bahan
penwsunan Lakip

5 Hari Tersusunnya
jadwal/agenda kerja Tim
dan tersedia data
informasi bahan
Denvusunan LakiD

B. Penyusunan Rancangan Lakip
I Perumusan

Rancangan Lakip
SKPD

Data dan
Infonnasi

(Tlrpoksi,struktur,
tatalaksana,kepeg

awaian) dok
renstra,RKT,RKA,

lakip tahun
sebelumnya

2 Hari Datang dan Informasi
yang mempunyai

keurgensian
tinggi/diperlukan

2 Analisa Gambaran
Tupoksi,

SDM,Kineqia dan
Keuangan SKPD
isi-isu strategis,
visi misi, tujuan,

sasaran pelayanan
jangka menengah

dan pendanaan
indikatif

7 Hari Teridentifikasi tingkat
capaian kinerja potensi

hambatan dan
permasalahan SKPD,

program /kegiatan yang
berorientasi hasil

3 Penyajian
Rancangan Iakip
SKPD

Draft rancangan
Iskip SKPD sezuai

hasil analisa

I Hari Tersusunnya naskah
rancangarr Lakip SKPD

C. Penyusunan Rancangan Akhir Lakip SKPD

1 Perumusan
raacangan akhir
lakip

Naskah ranczlngan
lakip SKPD

3 Hari Penajaman rancangan
Lakip SKPD (Visi

misi,Keselarasan tujuan
kebijakan program dan
kegiatan) Pemenuhan

target kinerja dan
keuangan

2 Penyajian
rancangan Akhir
Iakip SKPD #

____rl

Rancangan l,akip
SKPD yang
diperta$arn dan
dilakukan
penyelarasan

1 Hari Lakip yang tersusun
secara sistematis

D. Penetapan l,akip SKPD

1 Penetapan l-akip
SKPD

Lakip yang
tersusun secara
sistematika

I Had Dokumen Lakip
ditetapkan oleh inspektur

MI

UTARA,

_l
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LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?OO t |ZV ltrK{Bl2or6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEITNTUSUNAN RENSTRA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT I(ABUPATEN BENGKULU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

B. URAIAN PROSEDUR

PTUTRIITTAE

XABI'PATEil

BETGT(I'LI'

IITARA

Nomor SOP 10

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2O16

TanSgaI Perbaikan 3O Desember 2O16

Tanegal Pengesahan 31 Desember 2OL6

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

Namz 56P FenSrusunan RENSTRA

Dasar Hukum Pengendalian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2O1O tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO9 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,

Pengendalian dan Evahrasi Rencana.

Pembangunan Daerah

1. Tim Pen5rusunan Renstra terdiri dari Tim Penlrusunan dan Staf

Pendukung

2. Kualifikasi anggota tim penyusunan renstra adalah mempunyai

kemampuan dan menguasai substansi kineda dan keuangan SKPD

s€rta mempunyai kemamprran teknis pengolahart d.ata termasuk

aplikasi computer (Khususnya Microsoft excel dan word)

3. Peningkatan Kompetensi Tim Penyusun RENSTRA

4. Hasil Penyusunan RENSTRA adalah berupa dokumen RENSTRA

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Keterbatasan pengetahuan anggota tim

2. Peraturan yang selalu berubah (Dinamis)

3. Tidak lengkapnya data-data yang

diperlukan

MutuPelaksana

OutputSekretaris
Tim

Penyusun
Staf

Pendukuns Keleng)<apan Wal*uUraian Prosedur Inspektur

A Persiapan
Fenyusrnan
Renstra

I Hari Rancangan SK
I-engk4 dengan
uraian tugas
dan nama
anggota t'm
penyu$rnan
renstra SKPD

Draft. Surat
Kepunrsm
Tim Fenyusun
Renstra SKPD

Pembuatan rencana
SKTim Penyusunan
Renstra SKPD

1

Draft Revisi
Surat
Keputusan Tim
Penyusun
Renstra SKPD
yang akan
ditandatangani
Inspekrur

Rancangan
Surat
K€putusan
Tirr Penyusun
Renstra SKPD
diserahkan ke
Bagan Umum

1 Had2 Usul Penetapan SK
Tim Fenyusun
Renstra ke
lnspektur

t

Draft Revisi SK
Tim Penyusun
Renstra SKPD
oleh Bagian
Umum

1 Hari Sk Tim
Penyusun
Reastra SKPD
ditandatangani
Inspelrhrr

3 Penetapan SK Tim
Penyusun Renstra
SKPD oleh
Inspelrhrr

l-



Peraturan dan
Perundang-
undangan

terkait dengan
pefencanaan

pembangunan
nasional darr

daerah

1 Hari Penyamaan
presepsi dan
pemahaman

terhadap
peraturan

perundang-
undangan

terkait dengan
perencanaan

pembangunan
nasional dan

daerah

4 Orientasi mengenai
Renstra SKPD dan
Penyusunan Agenda
Kerja Tim Renstra
SKPD

Jadwal/Agenda
ke{a dan

Matrik(Checklist/
materi/baban
penyusun€rn

Renstra)

2 H^ti Tersusunnya
jadwallagenda
kerja tim dan

tersedia
data/informasi

bahan
pen)^rsunan

Renstra

5 Penyusunan agenda
Kerja Tim Renstra
SKPD dan
Pengumpulan Data
/ Informasi

B. Penyusunan
Rancangan Renstra
SKPD

Data dan
Ioformasi

(tupoksi,stmkt
ur,tatalaksana
,kepegawaian)

3 Had Penafaman
rancangan

Renstra SKPD
(Visi

misi,Keselarasan
tujuan

kebijakan
progrem dan

kegiatan)
Pemenuhan

target kinerja
dan keuangan

I Perumusan
Rancangan Renstra
SKPD

TeridentiEkasi 
I

tingkat capaian I

kinerja,potensi 
I

hembatan dan I

permasalahan 
]

SKPD 
]Teridentifikasi 
l

keserasian,keter 
J

paduan,sinkron 
i

asi dan sinegltas 
Irenstra 
1

K/L/Prop/Kab
Teridentifikasi
implikasi
rencana
strukturlpola
ruang sesuai
kebutuhan
SKPD
dibandingkan
program
pemanfaatan
ruang RT/Rw
teridentifikasiny
a progkeg SKPD
yang
berimplikasi
negatif terhadap
LH
teridentifi.kasi
isu-isu strategis,
faktor-faktor

1 penglanbat/
I pendorong SKPD

I dalam
I pencaparan vrsr
I misi I(DH

Gambaran
pelayanan
SKPD,renstra
K/L/Prop/Kab
, Rencana
RT/RW,Dok,
Hasil lhjian
Lingkungan
Hidup
Strategis
sesuai
pelayanan,
isu-isu
strategis,
tupoksi,visi
misi,tuhuan/
sasareln
pelayanan
jangka
menengah, SE
KDH tentang
penyusunan
renstfa,
Strategis dan
kebijakan
jangka
menengah,
rencana
program/kegia
tan/indkator
kinefa/kelom
pok sasaran
darr
pendanqan
indikatif

10 Hari2 Analisis

I Hari Tersusunnya
naskah
rancangan
Renstra SKPD

_l
Draft
Rancangan
renstra SKPD
sesuai hasil
analisis

3 Penyajian
rancanga-n Rerrstra
SKPD



c Penyusunan
Rancaaean Akhir
Renstra SKPD #

T
Naskah
Rancangan
Renstra SKPD

5 Hari Penqiaman
rancangan
renstra SKPD
(visi, misi,
penyela,rasan
tujuan, sasaran,
strategis,
kebijakan,
program dan
keeiatan

I Perumusan
Rancangan Akhir
Renstra SKPD

Renstra yang
tersusun secara

sistematis

I Rancangan
Renstra SKPD

yang
dipertajam dan

dilakukan
penyelarasan

I Hari2 Penyajian
Rancangan AkhA
Renstra SKPD

D Penetapan Renstra
SKPD tr

Renstra yang
tersusun

secara
sistematis

1 Hari Dokumen
Renstra

ditetapkan oleh
Inspektur

1 Penetapan Renstra
SKPD J

r--_-l

,

MI



LAMPIRAN xI KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NoMoR ?oO I 0t t- lrrKAB/2ot6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEIYGELOLA BARAI{G MILIK DAERAII
DI LINGKUNGAN IITSPEKTORAT I(ABUPATEN BENGKULU UTARA

A.INFORMASI PROSEDUR

PWERIrTAS
KABI'PA,rET

BEIIGI(IILU

I'TARA

Nomor SOP 11

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2O16

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2016

Tanggal Pengesahan 31 Desernber 2016

Disahkan Oleh Bupati Benglulu Utara

Nema SOP
Pen5rusunan Pengelola Barang

Milik Daerah

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2O1O Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 7O Tahun 2O12 tentang Pengadaan

E}arang /Jasa Pemerintah

2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah

1. Pengurus barang adalah pegawai yang mempunyai

kompetensi pada bidang pengeloTaan barang daerah

dan mampu mengoprasikan teknologi informasi

2. Melaksanakan Proses pengadaan barang/jasa

berdasarkan Perpres 54 Tahun 2OlO beserta

perundang-undangannya

3.Pencatatan dilakukan berdasarkan Permendagri

Nomor 17 Tahun 2OO7

4. Pembuatan Surat Keputusan tentang Pemegang

Barang

5. Verifikasi terhadap permintaan barang persediaan

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Pengadaan asset tidak sesuai dengan

peraturan pemndangan

2. Pencatatan tidak sesuai dengan ldarifftasi

asset

3. Aset tidak diketahui keberadaannya

4. Penyalahgunaan pemanfaatan asset

5. Permintaan barang persediaan tidak sesuai

dengan kebutuhan

6. Nilai persediaan tidak dapat diketahui



B. URAIAN PROSEDUR

1. PenatausahaanPenyaluran Barang Persediaan

2. Penatausahaan Barang (Aset Daerah)

Uraian Prosedur

Petugas/Penangsunsiawab yang berwenang Mutu Baku
Pengurus/
Penyimpan

Barans

Sekretariat
llrban

Sekretaris
Inspektur/
Pengguna

Barans
Kelengkapan Waktu Output

1 Sekretaris dan lrban
membuat
permintaan barang
persediaan kepada
inspektur __-l

Daftar
keperluan
barang

Surat
Permohonan
permintaan
barang (bon)

2 Sekreteris
melakukan
verifkasi terhadap
permintaan barang
persediaan

-l

Surat
Permohonan
permintaan
barang (bon)

1 Hari Disposisi Hasil
Verivikasi

3 Inspelrhrr
menyetujui
permintaan barang
dan memrintahkan
Pengurus/Penyimpa
nan Barang untuk
menyalurkan
barang persediaan

Surat
Fermohonan
permintaan
barang
(bon);disposi
si hasil
verifikasi

I Hari Surat Perinteh
Pengeluaran
Barang

4 Pengurus/Penyimpa
n barang
menyerahkan
barang persediaan
kepadapemohon

V Surat
Perintah
Fengeluaran
Barang

1 Hari Barang

5 Sekretariat dan
Irban menerima
barang persediaan
dari penyimpan
barang

Barang 1 Hari Arsip

Mutu BakuPetugas /Penanszunsiawab yang berwenang

Waktu Output
Inspelrtur/
Pengguna

Barans
Sekretaris

Kepala
Subbag
Umum

Pengurus
Barang KelengkapanUraian Prosedur

BAST Perintah
PencatatalI

I Inspektur selaku
Pengguna Anggaran
menerima hasil
pengadaan barang
yang dilaksanakan
sesuai dengan
Perpres 54 Tahun
2010 tentang
Pengadaan Barang
beserta perubahan-
perubahannya

Perintah
Pencatatan

Daftar Hasil
Pengadaan

2 Pengu.rus Barang
menerima berkas
berita acara
penyerahan barang
dari Inspekhrr
selaku Pengguna
Anggaran

Membukukan dan
melakukan
pencatatan (Dafatar
Hasil
Pengadaan/Belanja
Modal Penambahan
Aset, Buku
Inventaris, Kartu
lnventaris Barang,
Kartu Inventaris
Ruangan, SK
Pemegang Barang)

fr
I

Daftar Hasil
Pengadaan

BI,KIB,KIR SK
Pemegang
Barang

3



4 Melaporkm hasil
Proses Inventarisasi
untuk dikoreksi
atau diparaf urtuk
diteruskan kepada
Sekretaris m*

t BI,KIB,KIR SK
Femegang
Barang

Draft Iaporm
Semesteran

BAST Perintah
Pencatatan

5 Memarap Hasil
Proses Inventarisasi
dan diteruskan
kepada
Inspektur/Penggun
a Anggararr q3

I
-[:]

r:1 Ferintah
FeEcatatan

Daftar Hasil
Pengadaan

6 Mengesahkan hasil
inventarisasi kepada
Pengurus Elarang
untuk diarsipkan
dan dilaporkan

UTARA,

I

M



T.AMPIRAN XII : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?oo I Btt IITKAB/2O|6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR D] UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA KEUAITGAN
DI LINGKUNGAIT IilSPEKTORAT I(ABUPATEIY BENGKULU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

!'iLVt':rz{

.{8ilPr.TEX

PilERIIJTAE
XAAI'PAEII
BEITGK'LU

I'TARA

Nomor SOP t2

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2016

Tangal Perbaikan 3O Desember 2O16

Tanggal Pengesahan 3l Desember 2016

Disahkan Oleh Bupati Elengftulu Utara

Nama SOP Pengelola Keuangan

Dasar Hukum Pengendalian

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Pembendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2OOS tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terkahir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 2OO8 tentang Tata Cara

Penatausahaan Keuangan dan Pen5rusunan

I-aporan Pertanggungjawaban Bendahara

serta Penyampaiannya

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Fokok-

poko Pengelola Keuangan Daerah

1. Mengangkat Pengguna Anggaran, Bendahara

Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, PPK,

dan PPTK

2. Kualihkasi pengelola keuangan adalah mempunyai

kemanopuan dan menguasai peraturan penrndang.

undangan tentang keuangan serta mempunyai

keterampilan mengoprasikan computer

3. Pengajuan panjar kegiatan dengan Nota Pencairan

Dana oleh PPTK

4. Membatasi waktu pertanggungiawab panjar kegiatan

dengan melengkapi bukti-bukti pengeluaran paling

lambat akhir bulan yang bersangkutan

5. Bendahara dan PPK melakukan pengujian atas buldi-

bukti belanja

Identilikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Keterlembatan penyampaian bukti-bukti

pengeluaran sebagai kelengkapan untuk
mempertanggun gjawabkan

panjar/pengeluaran

2. Ketidaksesuaian dokumen-dokumen

kelengkapan pertanggungiawaban

pengeluaran

3. Tidak terlaksananya kegiatan



B. URAIAN PROSEDUR
Mutu BakuPELAKSANAAN

Kelengkapan Waktu OutputPengguna
Angqaran PPTK PPK Bendahara

Pengeluaran
Uraian Prosedur

t-

Salinan SPD
surat
Pernyataan PA
Dokumen SPM

1 Hari Dokumea SPP-
uP/GU/TU

t Bendahara Pengeluaran
SPP-UP/GU/TU, PPK
melakukan verifikasi SPP, PPK
menyediakan SPM

Salinan SPD
surat
Pernyataan PA
Dokumen SPM

1 Had Dokumen SPP-
UP/GU/TU dan
SPM yang telah di
verilikasi

,2 PPK meneliti kelengkapan SPP-
UP/CUITU, PPK melakukan
Verifikasi SPP, PPK
menyiapkan SPM r

Dokumen SPP-
uP/GU1TU
dan SPMyang
telah
diverifikasi

1 Hari Dokumen SPP dan
SPM yang disehrjui

3 PA menyetujui/tidak
menyetujui pengo$uan SPP-
uPlGUlTtJ

Dokumen SPP
dan SPMyang
disetujui

1 Hari SP2D4 Pembuatafl dan Pengesahao
SPM serta Pengajuan SPM-
UP/GU/TU diajukan ke BUD

t_
SP2D 1 Hari Uang Kas

Bendahara
Pengeluaran di
RekeningBaok

5 Bendahara Pengeluaran
melakukan pencairan SP2D
dibankdan melakukan
peocatatan keuanean dan
memberitahukan ketersediaan
dana ke PA

Data berupa
besaran Nilai

SP2D

1 Hari Nota Dinas berisi
p€rintah xa66glai

6 PA memberitahukan
kelersediaan dan
memerintabkan kepada PPTK
untuk melaksanakan kegiatan t-

Nota Pencairan
Dana/Bukti
pengeluaran

kegiatan yang
dilaksanakan

1 Hari Nota Pencairan
Dana untuk
panjarlBukti
pengeluaran

kegiatan yang
dilaksanakan

7 PPTK mengajukan
permohonan Penggunanan
Dana pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan/ telah
dilaksanakan kepada PA
deagan membuat Nota
Pencairan Dana
(NPD) / Penyerahan dokumen
bukti pengeluaran

Nota Pencairan
Dana/Buki
pengeluaran

kegiatan yang
dilaksanakan

I Ha-ri Nota Pencairan
Darra untuk
Par$arlBuidi
pengeluaran

kegiatan yang
dileksanakan

I PAmemberikan
persetujuan/tidak atas NPD
dokumen bukti pengeluaran
yang diajukan PPIK

NPD/Dokumen
bukti

pengeluaran
kegiatan yang

telah
dihksanerkan{dis
etujui PA untuk

proses
selanjutnya)

t hari Nota Peucairan
Danauntuk
Panjar/Bukti
pengeluaran

kegiatan yang
dileksanakan drm
disetujui dengan

nilai dana sebagai
panjar

9 PPIK melgajukan NPD
/dokumen hukti pengeluaran
yang telah disetujui PA kepada
bendahara pengeluaran dana
setlagai Panjar
KerjalFembayaran Kegiatan

NPD/dokumen
bulrti

pengeluaran
kegiataa yang

telah
dilaksanakan
dan disetujui
dengan nilai
dana sebagai

paniar

1 Hari Uang Tunai Senilai
NPD/pembayaran

atas bul<ti
pengehrran

kegiatan yang telah
dilaksanakan

10 Bendahara pengeluaran
mengeluarkan sejumlah dana
yang disetujui oleh PA kepada
PPTKdan melakg.kan
pengujian keberraran dan
keleng]<apan dokumen
pertanggungiawaban serta
melakukan pencatatan
keuangan

r



t
Buktip-bukti
belanja
kegiatan

15 hari Dokumen SPJl1 PPTK melaksanakan kegiatan
yang telah direncanakan, PPTK
memberikan dokumen-
dokumen pelaksan4an belanja
sebagai dasar Bendahara
Pengeluaran melakukan
pertanggungiawaban belanja

Dokumen SPJ
Pengeluaran

1 Hari Dokumen SPJ
dinyatakan lengkap

t2 Elendahara Pengelu aran
melakukan pengujian
kebenaran dan kelengl4an
dokumen pertanggundawaban
dan pembayaran belanja
kegiatan

Dokumen SPJ
dinyatakan
I,enekap

1 Hari Tercatatnya SPJ
pada Buku-buku
Pembantu BKU

13 Bendahara pengeluaran
melakukan pencatatan bukti-
bukti pembefanja;rn dana dari
uP/GU/TU

Tercatatya SPJ
pnda buku-
buku
pembantu
BKU

I Hari Dokumen rakptulasi
SPJ pengeluaran

l4 Bendahara Pengeluaran
melakukan rekaptulasi
pengeluaraa UPl GU/TU dan
pencatatan dalam SPJ dan
menyerahkan dokumen SPJ
kepada PPK untuk diverilikasi

Dokumen
rekaptul,asi

SPJ
pengeluaran

1 Hari Dolnrmen
rekaptulasi SPJ

pengeluaran yarrg
telah diverifikasi

PPK melakukan verifikasi atas
SPJ pengeluaran UP/GU/ru
yang dibuat disusun oleh
Ebndahara Pengeluaran

r5

Dokumen
rekaptulasi SPJ

pe'ngeluaran yang
telah diverifikasi

Dokumen
rekaptulasi

SPJ
penpluaran
yang telah
diverifikasi

1 Hari16 Bendahara Fengeluaran
menyamPrik2n SPJ
pengeluran UP/GU/TU yang
telah diverifkasi PPK kepada
PA untuk mendapatkan
persetujuan

Dokumen
rekaptulasi

SPJ
pengeluaran
yang tel,ah
diveritrkasi

I Hari Dokumen
rekaptulasi SPJ

pengehraran yang
telah diverifikasi

t7 PAmemberikaa
persetujuan/tidak atas SPJ
pengeluaran

Dokumen
Rekaptulasi

SPJ
Pengeluaran
yang telah
disetuiui

1 Hari Pencatatan BKU18 Bend^ahara Pengeluaran
meacatata pelaksanaan
belanja sesuai tercantum

NPD/Dokume
n bulrti

pengeluaran
kegiatan yang

telah
dil,akssnakan
(disetujui PA
untuk proses
selanjutnya)

I hari Dokumen
Pengcluaran ter-

input dalam Simda

L9 Bendahara Pengeluaran
meminta kepada operator
SIMDA untuk menginput data
belanja di SIMDA dan
bendahara pengeliaran
melakukan penggadaan
dokumen serta menyampaikan
laporan SPJ

1 Hari Dokumen SPP-GUDokumen
Pengeluaran
Hasil UP load

SIMDA

20 Bendahara peageluaran
men gajukan pengisian kemb ali
UP melalui SPP-GU dengan
nilai sesuai belanja diatas

M

UTARA,

__l



LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?oo I ltz I[TKAB/2O|6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STAITDAR OPERASIIONAL PROSEDUR EVALUASI AXIP
DI LINGKUIYGAN INSPEKTORAT I(ABUPATEIV BEI{GKULU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

PF.UER]r,TAII

XTBI'PA,IEII

BETCXULI'

UTARA

Nomor SOP 13

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2OL6

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2O16

Tanggal Pengesahan 3l Desember 2016

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

Nama SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Dasar Hukum Pengendalian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kine{a Pemerintah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2OO9 tetang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

3- Peratr:ran Menteri Pend.ayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birolirasi

Nomor 29 Tahun 2O1O tentang Pedoman

Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Apa.ratur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kine{a

lnstansi Pemerintah

5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor

82 tahun 2OL6 tentang Sistem dan

Prosedur Pengawasan Atas Penyelnggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu

Utara

1. Tim Evaluasi terdiri dari APIP lingkungan Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kualifrkasi Anggota Tim Evaluasi adalah menguasai

ketentuan perundang-undangan tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan mampu

mengoprasikan aplikasi computer khususnya Microsoft

excel

3. Program Ke{a Evaluasi disusun memuat

tqjuan,sasaran,dan langkah kerja serta jadwal

pelaksanaan evaluasi

4. Pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk

KKE yang disusun oleh Anggota Tim dan dievaluasi

oleh Ketua Tim

5. Konsep hasil evaluasi di ekspose

Identilikasi Resiko Pencatatan dal Pendataan

1. Kurangrrya Kompetensi Tim Evaluasi

2. Keterlambatan dalam memulai proses

Evaluasi

3. Tidak l*ng!<apnya data-data yang

diperlukan

4. Rekomendasi hasil evaluasi tidak dapat

dilaksanakan



B.URAIAN PROSEDUR

Pelaksana Mutu

Inspektur Sekretaris
Tim

Evaluasi
Subbag
Evlap Kelengkapan Waktu OutputUraian Prosedur

D,raft Konsep
SK

2 Hari Konsep SK1 Penyu.sunm Konsep
surat keputusan
tentang
Pembentukarr Tim
Evaluasi

_l
Konsep SK 2 Hari SK2 F'Inalisasi Konsep

Surat Keputusan
tentang
pembentukan Tim
Evaluasi untuk
selanjutaya diproses
sesuai ketentuan

2 hari Telaah atas
Surat
Pengaduan
Masyarakat

Draft KKE3 Perr5rsusunan
Progrnm 1lsrj*
Evaluasi (PKE)
meliputi tujuan
sasararr dan
langkah ke{a
Evaluasi

Konsep PKE 2Hai Disposisi yang
memuat
keputusm
atas telaah
pengaduan
masyarakat
Jika
Ya,dilanjutkan
ke proses
pemeriksaan.J
ika Tidak,
dokumen
diarsipkan

4 Persetujuan
terhadap PKyang
disusun oleh Tim
Evaluasi

Surat Tlrgas 60
menit

Surat Tugasf5 Pemtruatan dan
Penandatanganan
Surat Tugas
Pelaksanaan
Evaluasi

6 20 Hari

KKE

Data-data
Evaluasi

Deta-data
Feraturan

Ferundangan

Data-data
Evaluasi

7 Penyusunan Kertas
Kerja Evaluasi (KKE)

KKE Tanggapart
Atas KKE

8 Penysunan dan
Penyaapaian Hasil
Evaluasi kepada
BAPPEDA

Tanggapan
Atas KKE

i5 Hari Draft LHE9 Penyrsunan Konsep
Laporan Evaluasi
oleh Ketua Tim
bersama Anggota
Tim Evaluasi

Draft LHE 2 Hari LHE10 Penyu.srnan
Laporan
Evaluasi(LIIE)

-l
LHE Taada Terimall Fenympaian

Iaporan Hasil
Evaluasi

Tanda
Terima LHE

Arsipl2 Pengarsipan
I^aporan Hasil
Evaluasi

MI



LAMPIRANXIV; KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR ?OO I 0?,L fitKfuB/2or6
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI UNGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENIIYGI(ATAN KOMPETEITSI
ST'MBER DAYA IUAITUASIA DI LIITGKUITGAN IITSPEKTORAT

I(ABUPATEIT BENGKULU UTARA

A. INFORMASI PROSEDUR

,.*,ii.ii:,1+.

.i'':AV
'!,i,-og{

PHERIT AS

rAET'PATET

BETGK'LU

ITTARA

Nomor SOP L4

Tanggal Pembuatan 3O Desember 2O16

Tanggal Perbaikan 3O Desember 2016

Tanggal Pengesahan 31 Desember 2O16

Disahkan Oleh Bupati Bengkulu Utara

Narna SOP
Peningkatan Kompetensi

Sumber Dalra Manusia

Dasar Hukum Pengendalian

f . peratuian'Menteri Dalam Negeri Nomor 31
lTahun 2OOT tentang Pedoman 
]

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
I

di Lingkungan Departemen Dalam Ne8eri 
I

dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Kepala BPKP No : Per-

727 lKlJFl2OOT tntang Perubahan Atas

Keputusan Kepala BPKP Nomor : KeP-

13.OO.OO Nomor : Per-1275|KIJF12016

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Permen PAN Nomor

Perl6olM.PAN l6l2OOs
3. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Per/22OlM.PNl17 /2OOB

tentang Jabatan Fungsironal Auditor dan

Angka Kreditnya

1. Anggaran diklat disusun berdasarkan rencana

pelaksanaan diklat yang disusun oleh koordinator

pejabat fungsional tertentu dengan

mempertimbangkan calon peserta diklat

2.Kegiatan dildat mempertimbang!<an kredibilitas

penyelenggaraan diklat

3. Setelah mengikuti diklat, Peserta diklat wajib

melakukan ekspose materi diklat tersebut dalam

kegiatan PKS

Identifikasi Resiko Pencatatan dan Pendataan

1. Keterbatasan Anggaran

2. Kesesuaian diklat/bimtek dengan

kompetensi

3. Kredibilitas Penyelenggaraan diklat/bimtek

4. Materi diklat kurang/tidak diserap



B.URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku

Inspektur Sekretaris Subbag
Perencanaan

Subbag
Umum

Koord
JFT

Kelengkapan Waktu Output

A Diklat / Blmtet
Begi Audttor

1 Penyusunan
Program diklat dan
Bimtek bagi auditor
dibuat oleh
koordinator auditor
melalui rapat
anggota

Jadv,ral
Diklat/Bimte

k: Daftar
Auditor

1 Hari Rancangan
Program
Diklat/Bimtek

c Sekretaris melalui
Kasubbag
Perencanaan dan
Kasubbag Umum
melakukan evaluasi
atas usuan progra&
diklat dan bimtek
dengan
mempertimbangkan
: Ketersediaan
Anggaran darr
Kesesuaian program
diklat dan bimtek
deagan kebutuhan
Inspektorat
kesesuaian
kompetensi dengan
progrAm dan bimtek
akan diikuti I

Program
DidrJrat/
Bimtek

1 Hari Hasil Evaluasi
Program
Diklat/Bimtek

3 Hasil Evaluasi
dibahas oleh
Kasubbag
Perencanaan,Kasub
bag Umum dan
Koordinator Auditor
yang dikoordinir
oleh S,ekreteris

Hasil
Evaluasi
Program
diklat/
bimtek

1 Hari Pembahasan
Hasil Evaluasi
Prograrr
Dfiat/Bimtek

4 Hasil pembahasan
disampaikan
kepada Inspektur
sebagai bahan
pengambilan
keputusan dan
persetujuan

Pembahasan
Hasil

Evaluasi
Program
diklat/
Bimtek

1 Hari Progrnm
Diklat/Bimtek

5 Pelaksanaan
Dildat/Bimtek

Surat Tugas
Jadwal
Diklat/
Bimtek

I Hari Materi Diklat/
Bimtek

6 Paling Lembat 5
0ima) hari setelah
pelaksanaan
diklat/bimtek
diwajibkan untuk
membuat resume
auditor atas materi
diklat yang diikuti
urrtuk dilaporkan
kepada Inspektur
kemudian
disampaikan dalam
kesiatan PKS

Materi
DtYJat/
Bimtek

1 Hari Laporan
Diklat/
Bimtek

7 Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)

Materi
DIklat/
Bimtek

1 Hari Peningkatan
wawasan

[5
r



Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Inspektur Sekretaris
Subbag

Perencanaan
Subbag
Umum

Pegawai
yang
ditugaskan

Kelengkapan Waktu Output

B. Diklat
1 Undangan atau

jadwal kegiatan
diklat dan bimtek
yang diterima oleh
SubbagUmum
ditemskan kepada
Sekretaris untuk
mendapatkan
Evaluasi

Undangan 1 Hari Disposisi

2 Sekretaris melalui
Kasubbag
Perencanaan dan
Umum melakukan
evaluasi terhadap
undangan diklat
dan bimtek dengan
mempertimbangkan
ketersediaan
arrggaral],
kesesuaian program
dildat dan bimtek
dengan kebutuhan
lnspelrtorat dan
kesesuaian
kompetensi Auditor
yang dikirim dengan
program yang akan
diikuti

Disposisi I Hari Telaatt
Staf

3 Hasil Evaluasi
disampaikan
kepada Inspektur
sebagai bahan
pengambilarr
keputusan dan
persetujuan

Telaah Staf 1 H^ri Disposisi
Surat
T\rgas

4 Pelaksanaart
diklat/bimtek dan
pelaporan

5 Pelaporan paling
lambat 5 (Lima) hari
setelah
pejabat/staf/
pelaksana
diklat/diwqiibkan
untuk membuat
laporan atas materi
diklat yang diikuti
untuk dilaporkan
kepada lnspektur
kemudian
disampaikan dalam
kepiatan PKS

Materi Diklat 5 Hari Laporan

6 Pelatihan Kantor
SeodAi {PKS) 1 Hari

t-



Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu

Inspektur Sekretaris Subbag
Perencanaan

Koordinator
JFT Kelengkapan Waktu Output

C.Pelatlhan Kantor Sendlrl (PKS)
I Penyusunan program

pelatihan kantor
sendiri dibuat oleh
koordinator auditor
melalui rapat anggota
audito

5 Hari Usulan
Program PKS

2 Sekretaris melalui
Kasubbag
Perencanaan dan
Kasubbag Umum
melakukan evaluasi
atas usulan program
PKS dengan
mempertimbangkan
ketersediaan
anggaran dan
kesesuaian program
dengan kebutuhan
Inspektorat

o- _l Usulan
program PKS

5 Hari Hasil Evaluasi

3 Hasil Evaluasi
dibahas oleh
Kasubbag
Perencanaan dan
Koordinator Auditor
yang diKoordinir oleh
Sekretaris

Usulan
Program PKS

I hari Hasil Evaluasi

4 Hasil pembahasan
dlsampaikan kepada
Inspektur sebagai
bahan pengambilan
keputusan dan
persetujuan [}

Hasil
Evaluasi

5 Pelaksanaan PKS
Materi PKS diberikan
sesuai kebutuhan dan
kondisi saat itu
dengan menggunakan
Narasumber dari
lingkungan
Inspelrtorat
Kabupatern Bengkulu
Utaramaupun pihak
lain yang Relevan dan
Kompeten

Materi Diklat I Hari

M

--.}l-{|l


